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Judul skripsi ini adalah: NAFKAH KELUARGA YANG DITANGGUNG ISTRI
(STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH RENDAH SYARIAH
KUANTAN, PAHANG). Para fuqaha bersepakat bahawa seseorang suami adalah
berkewajiban dari segi hukum Syarak untuk menanggung nafkah isteri dan anak-anak.
Dari segi perundangan pula, dalam Seksyen 60 dan 61 Bahagian VI, Enakmen
Undang-Undang Keluarga Islam 2005 [Enakmen 3 Tahun 2005] ada menyentuh tentang
nafkah istri, anak dan lain-lain. Hukum Syarak juga menggariskan keadaan-keadaan
tertentu yang membolehkan istri menuntut agar difasakhkan perkawinannya dengan
suami termasuklah disebabkan kecuaian atau kegagalan suami untuk memperuntukkan
nafkah kepada istrinya. Ini jelas dinyatakan dalam Seksyen 53, Bahagian V Pembubaran
Perkahwinan, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2005 [Enakmen 3 Tahun
2005]. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim bicara
dalam memutuskan perkara cerai gugat berpunca dari kecuaian atau kegagalan suami
memberi nafkah dalam kasus Fasakh di Mahkamah Rendah Syariah Kuantan, Pahang
dalam Nomor perkara: 06001-014-1193-2019. penelitian ini menumpukan kepada
kandungan alasan penghakiman kasus tersebut. Permasalahan yang dijadikan acuan
untuk penelitian dengan menumpukan kepada penelitian kasus. penelitian ini dijalankan
melalui kajian pustaka, kajian literasi, kajian kasus dan wawancara ringkas dengan
pegawai Mahkamah. Penulis juga mendapatkan pandangan dan penjelasan dari
Penolong Penasihat Undang-Undang Syariah di Pejabat Penasihat Undang-Undang
Negeri Pahang berkaitan prosiding kasus cerai secara fasakh merujuk kepada
peruntukkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa di negeri Pahang. Hasil
penelitian, penulis berpendapat bahawa isu kecuaian dan kegagalan suami atau kepala
keluarga dalam menanggung nafkah keluarga boleh menggugat kemaslahatan orang
tanggungannya termasuklah istri dan anak. Walau bagaimana dalam situasi tertentu,
desakan untuk memenuhi keperluan seharian mendorong istri mencari nafkah dengan
bekerja. Keadaan ini menggambarkan kegagalan peranan suami untuk melaksanakan
tanggungjawabnya berdasarkan Hukum Syarak yang menjadi asas membolehkan istri
menuntut fasakh di pengadilan.
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menjalankan penelitian dan penelitian untuk melengkapkan tugasan skripsi ini. Salawat
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RENDAH SYARIAH KUANTAN, PAHANG)”.
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depan yang lebih baik. Sejalan dengan itu penulis dengan segala kemampuan yang ada
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A. Latar Belakang Masalah
Pernikahan menurut pengertian dalam bahasa arab yaitu nikah yang bermaksud
dihimpun atau cantum. Dari segi istilah syara’ pula, perkahwinan bermaksud akad yang
menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan mengikut syarat tertentu1.
Firman Allah Ta’ala dalam Surah An-Nisaa’ 4:1 :
 stilahā ilrtenth   긠lᶀl䀀 ilelan䀀l  ilenth  lslilal䀀    l h  l䀀    n    h˴   trlelila  hr en t tr ᶀlā  ˳ te  n t˳i ten ile  l ⺁ l )
(i s΄ h lā n trn lil䇅 l il  l  n   h⺁ lϡil nāln˸nl䀀  h hᶀ l  tel ⺁il l   hr en l  n  ˳ te  nl䀀  s ⺁il h l䀀 ˳ sΎ h l 
Artinya: “Wahai sekalian manusia! Bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah
menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya;
Dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan lelaki dan perempuan yang
ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu
saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya
Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S An-Nisa (4): 1)
Pernikahan juga diertikan sebagai suatu akad atau perjanjian yang mengikat
hubungan antara seorang laki-laki dan wanita yang menghalalkan hubungan kelamin
antara kedua-duanya, berdasarkan perasaan sukarela dan keredhaan kedua belah pihak
untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang
dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.2
Pernikahan merupakan suatu perkara ibadah yang penting. Bahkan pernikahan
merupakan bagian dari kesempurnaan dalam beragama. Prosesi ini adalah hal yang
1 http://azakidah.blogspot.com/2010/09/erti-sebuah-perkahwinan.html, diunduh pada tanggal 17
Januari 2021.
2 Ahmad Zaky, Pengajian Fiqh (Kelantan: Pustaka Aman, 2012), h. 55.
2
sakral. Setiap orang yang melakukan pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat
–syarat perkawinan, sebagai asas wujudnya hak dan kewajiban bagi kedua suami dan
istri. Kewajiban bagi seseorang suami, maupun istri adalah berbeda-beda sesuai dengan
kemampuan suami tersebut. Akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah antara lain:
timbul hak-hak antara suami istri, suami menjadi kepala rumah tangga dan istri menjadi
ibu rumah tangga. Timbul pula kewajiban suami untuk membiayai pendidikan anak dan
istrinya, serta mengusahakan tempat tinggal bersama.3
Membina sebuah rumah tangga bukan hanya untuk saling menguasai dan
memiliki antara suami dan istri malah ia juga meliputi pelbagai peranan dan kewajiban
yang besar termasuk dari segi tanggungjawab ekonomi. Nafkah merupakan satu hak
kepada isteri yang wajib dipenuhi oleh seorang suami. Nafkah ini bermacam-macam,
bisa berupa keperluan makanan, tempat tinggal, ibadat, pelajaran, perhatian, pengobatan,
pakaian dan sebagainya.4
Dalam al-Quran disebutkan bahwa seorang suami adalah wajib memberi nafkah
kepada orang tanggungannya termasuk istri dan anak, sebagaimana firman Allah SWT
dalam surah Al-Baqarah ayat 233:
ltl䀀 il h lel hᶀ   l he˳l䀀  ā l t  lt ilelanit䀀  th⺁   n l  tϒ ilrt  lt hi䀀tΎnalrneihᶀ   tet l n h l䀀   tet n hā t le h䇅 ten lrne˳  li䇅l䀀)
(hϩh lel hᶀ t  e  䇅 ten l 
Artinya: “….Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan
cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
Janganlah seseorang ibu menderita kesengsaraan anaknya dan juga seorang ayah
karena anaknya…. (QS. Al-Baqarah(2):233)5
3 Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 248.
4 Muhammad Al Syarbini, Mughni al-Muhtaj ila ma’rifat ma’ani Alfaz al-Minhaj. (Mesir: syirkah
Mustafa al-Babiy al-Halabiy, 2014), h.425.
5 Usman el-Qurtuby, Al-Quran Al-Karim (Selangor: Karya Bestari, 2013), h. 37.
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Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami (ayah) dan istri (ibu) dalam
kehidupan rumah tangga kaintannya dengan nafkah, jelas disebutkan bahwa penyediaan
nafkah merupakan kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga, di mana nafkah
tersebut memenuhi kebutuhan keluarga. Mengenai jumlah nafkah yang harus disediakan,
ayat tersebut tidak menyebut secara khusus. Hanya saja, nafkah itu diberikan dengan
cara yang ma’ruf, dan tentunya disesuaikan dengan kemampuan suami agar tidak
menjadi beban.
Adapun dalil-dalil Syarah dari ayat Al-Quran di atas menjelaskan sebagai berikut:
Imam Ibnu Katsir rahimahumullah menjelaskan: “Dan kewajiban ayah si anak
memberi nafkah (makan) dan pakaian kepada para si ibu (si anak) dengan ma’ruf (baik),
yaitu dengan kebiasaan yang telah berlaku pada semisal para ibu, dengan tanpa israf
(berlebihan) dan tanpa bakhil (menyempitkan), sesuai dengan kemampuannya di dalam
kemudahannya, pertengahannya, dan kesempitannya.
Rasulullah bersabda dalam sebuah Hadis dijelaskan sebagai berikut:
l۰il   h n lil䇅 il h l l  h˴n䀀l   sl  il  h  l۰n tilā il  tϝnit  : l۰il  t ntl䇅 t  l h lā h n hᶀl˳ n l䇅 lΔl h䀀ilat  h nᶀ t n hrl  n l䇅l䀀
tϩ l˳䀀lā) hϝn l΄e˳ n h⺁  th˳ nΎt˵nel  ltl䀀  n h˴ ĺet  ltl䀀 l nal ne˳ hΏhΎn l ltl䀀 lϝn l l⺁n ˳ l˳ h˳ il n t nrl l䀀  lϝnil l˳ l˳ h⺁ iletrhan l 
. r e˳䀀  i΄   ᶀ˳    Τ䀀   aᶀ  āii΄e˳ si䇅䀀 .(n lail  t nᶀ l˳䀀   h˶l  te l˳䀀 l䇅t䀀 l˳䇅 n tᶀl l˳䀀 t lrn l˳
Artinya: Rasulullah SAW. Bersabda : Dari Hakim Putra Muawiyah dari ayahnya ra.,
ia berkata : Aku bertanya: ya Rasulullah, apakah kewajiban seorang diantara kami
terhadap istri? Beliau menjawab: kamu beri makan bila kamu makan, kamu beri
pakaian bila kamu berpakaian, janganlah kamu memukul dan janganlah kamu
mencela dan janganlah kamu tinggalkan kecuali di dalam rumah. (Diriwayatkan oleh
Imam Ahmad, Imam Abu Daud Imam Nasa’i, dan Iamam ibnu Majjah)6
6 M. Mochfuddin Aladip, Terjemah Bulughul Maram (Semarang: Karya Toha Putra, 1985), h. 518.
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Hadis di atas menjelaskan bahwa kewajiban seorang suami adalah memberi
makan dan pakaian (nafkah) kepada istri, serta bersikap baik kepadanya. Untuk dapat
memberi nafkah seorang harus mampu secara ekonomi.7
Adapun dalam sebuah Hadis Ahkam juga dijelaskan:
 Ξl el˳ h긠 h l   h⺁  ii䀀   i䇅    iΤ h˴ h  ́tel˳ n l䇅  t䇅     ā h  h n΄l䇅 h nᶀ Ύhᶀila n l䇅l䀀 l۰il  h he t hᶀ
(  hin t  t lalΎnal )  h⺁䀀tΎnalrneihᶀ   tet l n h l䀀   tet n hā n trn lil䇅   telel䀀 : h il h˴tel˳ hΎn h   h⺁
Artinya: Dari Jabir r.a, Nabi Muhammad Saw. Dalam sebuah hadits panjang tentang
haji, beliau bersabda tentang istrinya, “kalian berkewajiban, memberi nafkah dan
pakaian dengan baik kepada mereka (para istri).” (Hadis Riwayat Muslim)8
Dengan demikian, salah satu prinsip Hukum Perkawinan Islam adalah
menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya. Karena itu, segala
usaha dan upaya harus dilakukan agar ikatan suci terus berlanjut. Tetapi jika semua
harapan untuk terciptanya kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu
yang membahayakan, maka perceraian boleh dilakukan.
Perceraian itu pada prinsipnnya tidak dikehendaki dalam kehidupan rumah tangga,
hal ini merupakan jalan keluar terakhir. Berbagai dinamika kehidupan berumah tangga
kadang-kadang sering bertentangan dengan tujuan perkawinan. Jika ini dipaksakan,
niscaya akan mengakibatkan kemudharatan pada rumah tangga dari pada manfaatnya.
Di sinilah tujuan perceraian dalam Islam dibolehkan hanya untuk kemaslahatan dan
kebaikan semua pihak.9
7 Dr. Sofiandi, BA, M.HI, Nafkah Dalam Pandangan Islam (Tembilahan Riau : PT. Indragiri Dot
Com, 2019), h. 2.
8 Mardani, Hadis Ahkam (Depok : Raja Grafindo Persada, 2012 ), h. 247.
9 H.E. Hassan Salleh, Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2008), h. 320.
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Islam memahami dan menyadari akan hal ini karena itu Islam membuka
kemungkinan perceraian dengan jalan talak maupun dengan jalan fasakh demi
menjunjung tinggi hak asasi manusia. Perceraian dijadikan sebagai jalan keluar bagi
suami dan istri yang telah gagal membangun rumah tangganya, sehingga hubungan
antara suami istri masih berjalan baik, dan tidak berlarut dalam perselisihan. Dalam
Islam bercerai pada dasarnya terlarang atau tidak diperbolehkan kecuali karena ada
alasan yang dibenarkan oleh syara’.
Terjadinya perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab
yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Di antara faktor yang dapat dijadikan
sebagai alasan terjadinya perceraian adalah faktor nafkah, dimana suami tidak
bertanaggungjawab terhadap nafkah istri dan istri terpaksa menanggung nafkah dan
kebutuhan keluarga.
Nafkah merupakan hal yang sangat mendasar dalam kehidupan rumah tangga.
Suami berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri. Dengan adanya
pemberiaan nafkah dari pihak suami terhadap istri dan anaknya diharapkan kehidupan
rumah tangga dapat merasakan kebahagiaan. Namun kelalaian suami untuk memberi
nafkah kepada istrinya timbul permasalahan yang kadang terjadi di kalangan
masyarakat.
Kasus seperti ini pernah terjadi di Mahkamah Rendah Syariah Kuantan, Pahang.
Mahkamah Syariah merupakan salah satu lembaga yang menyelesaikan perkara tertentu
di kalangan masyarakat yang beragama Islam. Alasan penulis memilih Mahkamah
Rendah Syariah Kuantan sebagai obyek penelitian ini karena penyusun ingin
mengetahui bagaiaman pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat
yang disebabkan faktor nafkah dalam satu kasus yang telah selesai diputuskan oleh
Mahkamah Rendah Syariah Kuantan pada perkara Nomor 06001-014-1193-2019. Nama
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pihak-pihak di dalam kasus ini terpaksa digantikan dengan bukan nama sebenar bagi
menjaga kerahsiaan pihak-pihak di mata umum.
Adapun kronologis kasusnya sebagai berikut:
1. Plaintif Puan Aminah Binti Abdullah, di alamat penyampaian di Kuatan,
Pahang Darul Makmur, adalah istri yang sah kepada Defenden.
2. Defenden Encik Mamat Bin Ibrahim, Pekan, Pahang Darul Makmur, adalah
suami yang kepada Plaintif.
3. Plaintif dan Defenden telah berkahwin pada 3 Jun 2001 di Pekan, Pahang
dan di daftarkan di Pejabat Agama Islam Daerah Pekan berwakilan kepada
bapa kandung Encik Abdullah Bin Jusoh.
4. Pasangan ini mempunyai 3 orang anak:
a. Intan Binti Mamat lahir pada 7 Januari 2002.
b. Aisyah Binti Mamat lahir pada 12 Julai 2003.
c. Indah Binti Mamat lahir pada 18 Februaru 2005.
5. Sejak dari mula berkahwin lagi, Defenden telah gagal untuk menjalankan
tanggungjawab beliau sebagai suami dan bapa yang sepatutnya menjadi
ketua dan pembimbing keluarga.
6. Plaintif telah memberi peluang dan ruang kepada Defenden untuk berubah
menjadi seorang suami yang baik, namun Defenden tetap tidak mahu
berubah.
7. Plaintif bekerja sebagai Jururawat di Hospital Tengku Ampuan Afzan
(HTAA), Kuantan, Pahang, untuk menangguung keperluan keluarga dan
semua perbelanjaan bagi rumah tangga mereka, akibat sikap Defenden yang
tidak bertanggungjawab.
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8. Plaintif menyatakan berkenaan sepanjang Plaintif menjadi istri kepada
Defenden, Plaintif telah berkorban segalanya untuk diri Defenden dan
rumah tangga. Plaintif juga sentiasa mentaati Defenden termasuk menjaga
maruah Defenden sebagai suami dan maruah rumahtangga.
9. Plaintif menegaskan bahawa beliau tidak dapat lagi hidup bersama-sama
dengan Defenden kesan akibat daripada perlakuan Defenden yang sering
menganiayai Plaintif. Plaintif benar-benar tertekan dengan sikap dan
perlakuan Defenden.
10. Plaintif dan Defenden tidak tinggal bersama lagi sejak 2001 dan karena
berlainan tempat bertugas, dalam tempoh tersebut defenden tidak pernah
memberi nafkah kepada Plaintif dan anak-anaknya. Plaintif juga tidak tahu
alamat rumah Defenden tinggal sekarang.
11. Defenden tidak pernah meninggalkan dan/atau mempunyai apa-apa harta
yang boleh dijadikan sandaran kepada Plaintif untuk nafkah.
12. Sepanjang tempoh perkawinan diantara Plaintif dan Defenden tidak pernah
disabitkan nusyuz oleh mana-mana Mahkamah yang boleh menyebabkan
Plaintif terhalang dari mendapat nafkah yang sewajarnya daripada
Defenden.
13. Plaintif memohon perceraian secara fasakh mengikut peruntukkan di bawah
Seksyen 53 (1) (b) - bahwa Defenden telah cuai atau tidak mengadakan
peruntukkan nafkah zahhir lebih dari satu (1) Tahun.
a. Defenden telah cuai dan/gagal melaksanakan tanggngjawabnya
sebagai suami yang baik kepada Plaintif dengan mengabaikan
peruntukan nafkah zahir sejak awal perkawinan.
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b. Defenden telah cuai dan atau gagal melaksanakan tanggungjawabnya
sebagai suami yang baik kepada palintif dengan mengabaikan
perbelanjaan harian Plaintif dan anak-anak tersebut.
Sebenarnya, tugas mencari rezeki adalah tugas suami malah menjadikan suatu
kewajiban suami bekerja untuk mencari rezeki bagi menyara keluarganya. Tetapi
apabila pendapatan istri sudah cukup tinggi, pihak lelaki merasakan mereka tidak perlu
bekerja keras lagi. Berpegang pada ketetapan suami adalah ketua yang wajib dipatuhi,
mereka mempertaruhkan istri masing-masing untuk kesenangan sendiri.
Dari fakta kasus di atas dapat kita katakan, seorang suami wajib memberi nafkah
kepada istri dan tanggungannya sejak mula termaterai ijab dan kabul, sekalipun istrinya
itu seorang yang kaya raya. Hak istri untuk mendapatkan nafkah tidak akan berubah dan
kewajiban itu tetap ke atas suami. Justeru, suami wajib berusaha mencari nafkah yang
halal bagi memenuhi kehidupan keluarganya.
Kewajiban memberi nafkah ini juga dinyatakan dengan jelas dalam peruntukan
Undang-Undang Keluarga Islam. Dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam
2005 [Enakmen 3 Tahun 2005] juga memperuntukkan hal pemberian nafkah di dalam
peruntukkan Seksyen 60 hingga Syeksen 72.10
Demikianlah halnya dengan peruntukan Enakmen Undang-Undang Keluarga
Islam di negeri-negeri lain di seluruh Malaysia yang turut menyatakan perihal
pemberian nafkah ini. Peruntukan-peruntukan ini dibuat untuk memastikan seseorang
suami itu tidak lari daripada tanggungjawabnya memberikan nafkah kepada istri dan
orang di bawah tanggungannya.
10 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Pahang) 2005, bagian VI Syeksen 60 - 72.
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Dalam, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2005 [Enakmen 3 Tahun 2005]
Bahagian VI - Nafkah Istri, anak dan lain-lain. Seksyen 60 menyatakan berkaitan Kuasa
Mahkamah memerintah nafkah bagi istri, dan efek nusyuz.
(1) Tertaluk kepada Hukum Syarak Mahkamah boleh memerintahkan seseorang
lelaki membayar nafkah kepada istri atau bekas istrinya.
(2) Tertakluk kepada hukum Syarak dan pengesahan Mahkamah, seseorang istri
tidaklah berhak mendapatkan nafkah apabila dia nusyuz atau enggan dengan
tidak berpatutan menurut kemauan atau perintah sah suaminya, iaitu, antara
lain:
a. Apabila dia menjauhkan dirinya dari suaminya;
b. Apabila dia meninggalkan rumah suaminya bertentangan dengan
kemahuan suaminya; atau
c. Apabila dia enggan berpindah bersama suaminya ke satu rumah atau
tempat lain,
tanpa apa-apa sebab yang sah mengikut Hukum Syarak.
(3) Selepas sahaja istri itu bertaubat dan menurut kemahuan dan perintah sah
suaminya, maka istri itu tidaklah lagi menjadi nusyuz.11
Dari uraian tersebut, maka saya sebagai penulis ingin meneliti lebih lanjut
mengenai pertimbangan hakim Mahkamah Rendah Syariah Kuantan, Pahang yang
dituangkan dalam suatu putusan mengenai dalam tuntutan fasakh disebabkan suami
tidak memberi nafkah dengan Nomor Perkara 060011-014-1193-2019. penulis ingin
meneliti putusan tersebut dengan judul: “NAFKAH KELUARGA YANG
DITANGGUNG ISTRI (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
RENDAH SYARIAH KUANTAN PAHANG )”
11 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Pahang) 2005, bagian VI Syeksen 60.
10
B. Rumusan Masalah
Sesuai dengan Latar Belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini
adalah:
1. Apakah dasar pertimbangan hakim Mahkamah Rendah Syariah Kuantan
Pahang dalam memutuskan Kasus Perkara Nomor: 06001-014-1193-2019?
2. Apakah putusan hasil pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas
pensabitan fasakh pernikahan istri terhadap suaminya pada putusan kasus
perkara nomor: 06001-014-1193-2019?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Mahkamah Rendah Syariah
Kuantan Pahang dalam memutuskan Kasus Perkara Nomor:
06001-014-1193-2019.
2. Untuk mengetahui putusan hasil pertimbangan hakim dalam menentukan
putusan atas pensabitan fasakh pernikahan istri terhadap suaminya pada
putusan kasus perkara nomor: 06001-014-1193-2019.
D. Kegunaan Penelitian
1. Manfaat Teoiritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat lebih memperdalam dan menambah
wawasan ilmu pengetahuan khususnya pada hukum Keluarga di Fakultas Syari’ah
Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah dan juga diharapkan penelitian ini dapat
mengembangkan wawasan akademik keilmuan dalam hukum keluarga islam iaitu pola




Membantu memberikan masukkan bagi para pihak yang berkompeten
terhadap masalah-masalah keluarga, juga menjadi tolak ukur atas
keberhasilan selama ini dalam mendidik dan membekali ilmu bagi penulis
sebelum masuk ke dalam kehidupan bermasyarakat.
b. Bagi Penulis
Digunakan sebagai bahan awal bagi penelitian selanjutnya yang
memiliki pokok permasalahan yang sama.
E. Kerangka Teoritis
Keluarga merupakan salah satu elemen dari Masyarakat yang mempunyai peran
dan fungsi tersendiri, yang di maksud keluarga di sini adalah keluarga batih. Keluarga
batih adalah keluarga yang merupakan kelompok sosial kecil yang terdiri dari suami,
istri dan anak, dalam sebuah keluarga terdapat pembagian-pembagian peran dan fungsi
dari masing-masing anggota keluarga. Keluarga batih dianggap sebaga suatu sistem
sosial, oleh karena memiliki unsur-unsur sosial yang pokoknya akan mencakup
kepercayaan, perasaan, tujuan kaidah-kaidah, kedudukan, peranan, tingkatan, jenjang,
sanksi, kekuasaan, dan fasilitas.12
Keluarga ini terbentuk karena adanya suatu akad atau perjanjian untuk
mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan
kelamin antara dua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keredhaan kedua belah pihak
untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang
dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.13
12 Soerjono Sukanto, Sosiologi Keluarga, Tentang Ihwal Keluarga, Remaja dan Anak (Jakarta:
Rineka Cipta, 1990), h. 22.
13 Ahmad Zaky, Pengajian Fiqh (Kelantan: Pustaka Aman, 2012), h. 55.
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Dalam rumah tangga akan terdapat peran-peran yang harus dijalankan oleh
anggota keluarga, seperti suami berperan sebgai kepala rumah tangga dan istri berperan
sebagai ibu rumah tangga yang mengurusi semua yang ada di rumah tangga. Suami
menjadi kepala rumah tangga tentu akan memiliki tanggungjawab yang lebih besar pada
keluarga yakni mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga.14
Dalam perkawinan juga, perceraian dapat terjadi perselisihan dan percekcokan
antara suami dan istri, sehingga perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan, tujuan
perkawinan tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan. Jika suami tidak bisa memberi
nafkah lahir dan batin kepada istri dapat menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan
dalam rumah tangga, kemungkinan bersar akan sering terjadi percekcokan antara suami
dan istri.
Perceraian dalam hukum Islam disebut talak yang berarti melepaskan ikatan
perkawinan yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya, jenis pemutus perkawinan
adalah fasakh yang berarti merusak atau membatalkan. Perkawinan yang diputuskan
oleh istri itu dinamakan fasakh.
Dalam hubungan perkawinan, antara suami dan istri mempunyai hak dan
kewajiban yang harus dijalankan. Hak dan kewajiban ini memiliki peran yang sangat
penting dalam kehidupan dalm berumah tangga untuk mencapai tujuan perkawinan.
Apabila antara suami dan istri tidak dapat menjaga dan memeliharanya, maka ikatan
perkawinan tidak akan berlangsung lama. Kewajiban suami kepada istri dibagi menjadi
dua macam, yaitu materil dan immateril. Kewajiban yang bersifat materil berupa mahar,
nafkah, dan tempat tinggal, sedangkan yang bersifat immateril semisal perhatian,
penghargaan dan penghormatan.
14 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, cet. Ke-9 (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 53.
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Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami sesuai dengan
ketentuan Al-Quran, Sunnah dan Ijam’.15
Sebagai Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 233:
ltl䀀 il h lel hᶀ   l he˳l䀀  ā l t  lt ilelanit䀀  th⺁   n l  tϒ ilrt  lt hi䀀tΎnalrneihᶀ   tet l n h l䀀   tet n hā t le h䇅 ten lrne˳  li䇅l䀀)
(hϩh lel hᶀ t  e  䇅 ten l 
Artinya: “….Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan
cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
Janganlah seseorang ibu menderita kesengsaraan anaknya dan juga seorang ayah
karena anaknya.” (Q.S Al-Baqarah (2):233)16
Dalam hukum Islam juga dijelaskan mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki
bersama-sama oleh suami dan istri, bukan dimiliki secara sepihak saja. Antara suami
dan istri saling terkait untuk melaksanakan dan bertanggungjawab secara kolektif.
Hal ini seperti dalam Hadis riwayat Hakim bin Muwiyah al-Qusyairi:17
   i䇅 i     Δa䀀  ˴s  i     ۰ iā i  : ϝi  : ۰i    ᶀ˳  䇅  Ύ  ee˳   䀀ia   ᶀ   r   䇅䀀
 i te˳  Ύ 䇅  ⺁ ϡ˴ e 䀀  긠   e˳ (ϝ  ⺁ ˳ ˳ ⺁ i    r 䀀  ϝra  ˳ ⺁ iera    ˳): ۰i 
Dalam rumah tangga sangat tidak digalakkan perceraian, akan tetapi apabila
semua usaha untuk mempertahankan keluarga tetap utuh sudah tidak bisa dicapai dan
akan menimbulkan kemudharatan maka suami istri boleh mengambil jalan keluar untuk
bercerai. Dalam kaidah fiqhiyah juga terdapat kaidah yang menjelaskan tentang
kemudharatan yang haru dihilangkan, yaitu:
15 As-Sayyid Sabiq, Fiqih as-Sunnah, Terjemah Kitab Dar al Fath li I’lami al Arabi (Bandung:
Alma’Arif, 1990), h. 427.
16 Usman el-Qurtuby, Al-Quran Al-Karim (Selangor: Karya Bestari, 2013), h. 37.
17 Al-Iman al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, Bullughul Maram (Jakarta: Dar Al-Kutub
Al-Islamiyah, 2002), h. 211.
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Suatu perceraian diputus karena suami tidak menafkahi istri dan nafkah keluarga
ditanggung istri di Mahkamah Rendah Syariah Kuantan merupakan suatu putusan yang
didasarkan pada asas kemaslahatan, karena jika perkawinan tetap dilanjutkan, maka
keadaan kehidpuan rumah tangga akan bertambah mudharat dan tidak harmonis.
Apabila salah satu dari pasangan tidak melaksanakan kewajibannya dan dapat
mengakibatkan tidak memenuhi tanggungjawabnya, maka diperboleh untuk
memutuskan perkawinan sama ada dengan talak atau pun secara fasakh.
Perceraian adalah masalah pribadi baik atas kehendak bersama maupun salah satu
pihak yang tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah, namun demi
menghindari tindakan yang tidak diinginkan dari pihak suami dan akan terjadi banyak
perceraian, dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga
Mahkamah.
Alasan-alasan yang menjadi dasar pembubaran perkahwinan diatur dalam
Seksyen 53, Bahagian V- Pembubaran Perkahwinan, Enakmen Undang-Undang
Keluarga Islam 2005 [Enakmen 3 Tahun 2005]. Mahkamah Rendah Syariah di negeri
Pahang termasuk Mahkamah Rendah Syariah Kuantan, Pahang mempunyai
bidangkuasa untuk mendengar dan membuat putusan membubarkan perkawinan atau
untuk Fasakh seperti berikut:
1. Seseorang perempuan atau lelaki, mengikut mana-mana yang berkenaan,
berkahwin mengikut Hukum Syarak adalah berhak mendapat suatu perintah
untuk membubarkan perkahwinan atau untuk faskh atas satu atau lebih
daripada alasan-alasan yang beikut, iaitu:
18 Kurdi Fadal, Kaidah-Kaidah Fiqih (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), h. 52.
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a) bahwa tempat di mana beradanya suami atau istri telah tidak diketahui
selama tempoh lebih daripada satu tahun;
b) bahwa suami telah cuai atau telah tidak mengadakan peruntukan bagi
nafkahnya selama tempoh tiga bulan;
c) bahwa suami atau istri telah dihukum penjara selama tempoh tiga
tahun lebih;
d) bahwa suami atau istri telah tidak menunaikan, tanpa sebab yang
munasabah, kewajiban perkawinannya (nafkah batin) selama tempoh
satu tahun;
e) bahwa suami telah mati pucuk pada masa perkawinan dan masih lagi
sedemikian dan istri tidak tahu pada masa perkawinan bahwa suami
telah mati pucuk;
f) bahwa suami atau istri telah gila selama tempoh dua tahun atau sedang
menghidap penyakit kusta atau vitiligo (sopak) atau sedang
menghidap penyakit kelamin dalam keadaan boleh berjangkit;
g) bahwa istri, setelah dikawinkan oleh wali mujbirnya sebelum ia
mencapai umur baligh, menolak perkawinan itu sebelum mencapai
umur lapan belas tahun, dan ia belum disetubuhi oleh suaminya itu;
dan
h) bahwa suami atau istri menganiayai istri atau suaminya.19
F. Metode Penelitian
Metode adalah rumusan cara-cara yang tertentu secara sistematis yang diperlukan
dalam Bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah sistematis dan objektif,
19 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2005 [Enakmen 3 Tahun 2005] Bahagian
V-Pembubaran Perkawinan Seksyen 53.
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maka digunakan metode ilmiah untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa
metode antara lain:
1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yakni
penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan
Landasan Teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta sosial
di lapangan.
Jenis penelitian ini biasanya menggunakan normatif kritikal dan empirisme
kualitatif. Penelitian ini tidak terbatas pada studi tentang putusan hakim,
melainkan hukum yang lebih luas. Metode ini melalui studi tekstual,
enakmen-enakmen dalam peraturan perundang-undangan dan analisa putusan
hakim.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Mahkamah Rendah Syariah Kuantan yang
terletak di Jabatan Kehakiman Syariah Pahang di Kuantan, Pahang.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.
Menurut Tadjoer Ridjal penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif
bertujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan dibalik
realita.20 Pendekatan metode ini akan mempermudah penulis untuk mendapatkan
data karena langsung berhadapan pada kenyataan yang terjadi. Kemudian penulis
terjun langsung ke Mahkamah Rendah Syariah Kuantan Pahang untuk
mendapatkan data putusan Mahkamah yang berkaitan dengan objek yang akan
20 Burhan Bungin, ed, Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodelogia Kearah Ragam
Varian Kontemporer (Jakarta: Raja Grafindo Persad, 2007), h. 124.
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diteliti yaitu tentang tuntutan fasakh berpunca suami tidak memberi nafkah dan
istri terpaksa menanggung nafkah keluarga.
4. Sumber Data
Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan dijadikan
penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian.
Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.
a. Data Primer
Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh
secara langsung dari obyek penelitian data.21 Data yang diperoleh yaitu
alasan penghakiman hakim dan maklumat hasil wawancara dengan pegawai
Mahkamah Syariah berkaitan tuntutan fasakh istri yang menanggung nafkah
keluarga akibat suami tidak memberi nafkah keluarga.
b. Data Sekunder
Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diambil dari
sumber yang kedua yaitu Al-Quran, Hadits, buku, salinan putusan, teks
alasan penghakiman, portal Jabatan kehakiman Syariah Pahang dan
enakmen-enakmen yang berkuatkuasa di Pahang berkaitan kasus tersebut.
G. Teknik Pengumpulan Data
Mengumpulkan data merupakan pekerjaan yang harus dan wajib bagi penulis,
karena dengan mengumpulkan data penulis akan memperoleh temuan-temuan baru yang
berkaitan dnegan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa
metode:




Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu
dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan
pertanyaan dan orang yang diwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban
atas pertanyaan itu.22
Secara umum yang dimaksud dengan wawancara adalah menghimpun
bahan-bahan keterangan yang diperolehi dari sesi tanya jawab lisan kepada pihak
yang telah dipilih dan secara berhadapan muka berdasarkan tujuan wawancara.
Dalam hal ini sesi interview dimulakan dengan menanyakan perihal umum
berkaitan Mahkamah Syariah, termasuklah dari segi sejarah penubuhan, struktur,
misi, visi, objektif dan fungsi Mahkamah. Kemudian penulis, satu persatu
bertanyakan lebih mendalam bagi mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Dalam
sesi wawancara ini, penulis telah mewawancara Penolong Pendaftar Kanan
Mahkamah Syariah membantu hakim dari segi pengendalian kasus yang diteliti
oleh penulis sepanjang prosiding kasus tersebut dari awal sehingga putusan
Mahkamah dikeluarkan.
b. Dokumentasi
Dokumentasi adalah bahan tertulis yang dibutuhkan penulis yang dapat
dimanfaatkan sebagai penguji, mentafsirkan bahan untuk didiskripsikan dan
dianalisa seperti buku, salinan putusan, teks alasan penghakiman, portal Jabatan
Kehakiman Syariah Pahang dan enakmen-enakmen yang berkuatkuasa di Pahang
berkaitan kasus tersebut. Dokumentasi tersebut digunakan untuk menggali data
tentang efektivits tuntutan fasakh berpunca suami tidak memberi nafkah dan istri
terpaksa menanggung nafkah keluarga.
22 Joko P. Subagyo, Ibid, h. 90.
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H. Teknik Analisis Data
Data yang didapat dari lapangan melalui proses wawancara dan dokumentasi
diolah dan disusun melalui beberapa tahap untuk membentuk sebuah kesimpulan dan
analisis yang tepat. Sehingga didapati suatu kesimpulan yang objektif, logis, konsisten
dan sistematis sesuai dengan tujuan penelitian penulis dalam penelitian ini.
I. Sistematika penelitian
Untuk memperoleh gambaran yang bersifat utuh dan menyeluruh serta ada
keterkaitan antara satu bab dengan bab yang lain dan untuk lebih mempermudah dalam
proses penelitian skripsi ini perlu adanya sistematika penelitian. Berikut merupakan
sistematika pada penelitian skripsi ini yaitu:
BAB I: Merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, metode
penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang merupakan dasar
pijakan dari bab-bab berikutnya agar satu dengan yang lain saling terkait.
BAB II : Merupakan tinjauan umum mengenai nafkah dan fasakh, yang terdiri
dari pengaturan nafkah, dasar-dasar hukum tentang nafkah, hak dan kewajiban suami
istri dan status hukum wanita pencari nafkah, manakala mengenai fasakh pula terdiri
dari pengertian pembubaran perkawinan, sebab-sebab pembubaran perkawinan dan
hikmah pembubaran perkawinan.
BAB III: Dalam bab ini merupakan gambaran umum tentang Jabatan
Kehakiman Syariah Pahang yang menyentuh tentang sejarah penubuhan Mahkamah
Syariah di negeri Pahang, pengenalan Jabatan Kehakiman Syariah Pahang dan lokasi
dan peta Jabatan Kehakiman Syariah Pahang.
BAB IV: Dalam bab ini dijelaskan mengenai hasil penelitian dan
pembahasannya tentang tuntutan fasakh disebabkan cuai/ gagal nafkah oleh suami
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dengan kasus Nomor Perkara 06001-014-1193-2019, perbicaraan dan pembuktian kasus
Nomor Perkara 06001-014-1193-2019 dan pertimbangan putusan Hakim dalam kasus
Nomor Perkara 06001-014-1193-2019.
BAB V: Dalam bab terakhir ini membahas mengenai kesimpulan dan saran.
Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian. Sedangkan saran
merupakan harapan penulis kepada semua pihak yang terkait agar penelitian yang
dilakukan oleh penulis dapat memberi kontribusi yang maksimal serta sebagai masukan




A. TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP NAFKAH DALAM HUKUM
KELUARGA ISLAM.
1. Pengaturan Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen
Undang-Undang di Pahang.
a) Pengertian Nafkah
Nafkah dari segi bahasa, berasal dari kata Δlel l  - tsl ntl  - lsl l  yaitu belanja atau
biaya.23 Nafkah diambil dari suku kata i i  ˳ - s t  - s  ˳ yang artinya mengeluarkan,
membelanjakan, atau membiayai sesuatu untuk manfaat atau kebaikan.
Manakala pengertiannya dari segi istilah, nafkah berarti memberi belanja kepada
orang-orang di bawah tanggungannya seperti makan, minum, pakaian dan tempat
tinggal yang sesuai dan secukupnya.24
Wahbah az-Zuhaili juga berpendapat tentang nafkah yaitu:25
. tr e˳䀀 h   re˳䀀 hϡia e˳       r   l  Δ i  
Artinya: “yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa
makanan, pakaian dan tempat tinggal”.
Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap
istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, didikan
(perhatian), pengobatan dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Menurut
23 Ahmad Zuhdi Mudhlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, (Yogyakarta : Multi Karya
Grafika, 1999), h. 1934.
24 Muhammad Haidir bin Muhammad Isa, Pendidikan Syariah Islamiyyah, (Kuala Lumpur :
Dewan Bahasa dan Pustaka, 2015), h. 216.
25 Yayah Abdullah al-Khatib, Ahkam al-Marah al-Hamil Asy-Syariah al-Islamiyyah, Ahli Bahasa
Mujahidin Muhayan, Fikih Wanita Hamil, (Jakarta : Qisthi Press, 2005), h. 164.
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Al-Quran, Sunnah, Ijma’, dan dalil, para Ulama dari semua Mazhab sependapat
bahawa suami wajib memberi nafkah terhadap istrinya.
Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah SWT QS. At-Thalaq (65) :7 :
ile  l  l˳  ⺁il   th⺁ is n l  t  n tϒh˴ilrt  lt t  n t   l  l˳  ⺁i rh  nsh tt nil⺁  t t n hā h n lil䇅 lāh t   l l䀀  h h⺁lali  h˴   Δlali 䀀t  nsh tt he )
( s˳Ύn t   Ύn t䇅 l nalᶀ t  n tϞlan˵l li
Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya,
dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang
diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang
melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya, Allah kelak akan memberikan
kelapangan sesudah kesempitan (Q.S At-Thalaq(65):7).26
Maksud dari ayat di atas bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau
perbelanjaan untuk istrinya menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu
berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya, yaitu orang
yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib
memberi nafkah menurut keterbatasannya.
Dalam ayat ini Allah menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak
putus-putusnya bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga
dipatrikan dengan takwaan kepada Allah.
Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa, nafkah adalah segala sesuatu yang
mempunyai nilai manfaat yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota
keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang
ditanggungnya.
Pemberian nafkah berupa sandang, pangan dan papan. Pemberian tersebut
berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sah. Dan tujuan pemberian
26 Usman el-Qurtuby, Al-Quran Al-Karim (Selangor: Karya Bestari, 2013), h. 558.
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nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggungjawab untuk memenuhi
kebutuhan pokok yang diperlukan.
Nafkah merupakan segala sesuatu yang diperlukan oleh istri , oleh karena itu
nafkah juga boleh dibayar dan ditetapkan secara tahunan, bulanan, mingguan atau
harian menurut kemampuan suami dan menurut kebiasaan dalam masyarakat. Boleh
saja seorang suami memberikan nafkah setiap hari dan memberikan atau membelikan
pakaian sekali atau dua kali setahun atau menurut keperluannya saja.27
Oleh karena itu, seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya bermula
setelah terjadinya akad pernikahan yang sah. Dan jika sang suami cuai atau gagal
memberinya nafkah, maka istri boleh mengadu ke pengadilan untuk membatalkan
pernikahan tersebut, sebagaimana yang termaktub dalam Hadis Abu Hurairah kepada
seorang laki-laki yang tidak bisa memberi nafkah istrinya dikatakan:
  ilΤ h˴ h  ́te˳ n l䇅 l lΎn lΎt   hᶀl   l䇅   heilΤ  hᶀl  n l䇅  n l  n  䇅  ϡil h  iltl�  l 䀀tΎnrl䇅 t nᶀ h h˶ilrne˳ t n΄l䇅 iltl�  l )
n lrhᶀ n  nᶀ˳䀀  lin t e˳ h l ne˳ n h  Ύn la il itae˳ t l e l˳䀀  sth hΎnel  n l䇅 l il  il  hΔl l  ˴e t˳Ύn la l۰il  l  ilil䀀 h n lil䇅 t 
  l˶⺁   lil䇅 nsh n l 䀀l   htnrhan   t۰ tel  l t˶ l lΎ ˳ l۰il  t۰ tal  n l  il  l lΎn lΎt  tᶀl  lϞhΎti l۰il   t۰ tal 
(   ār  n l   leh⺁ t۰ tel  l t˶⺁ltnᶀ l˳䀀  htnihrnal⺁ni l˳䀀  htnrhan l  t۰ tel  l t˶ h䇅ilal䀀  htneh˴il 䀀l Ύh il䇅 tᶀl 
Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abdil Malik bin ‘Amru, dia
berkata: telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Zaid dari Abu Shalih dari Abu
Hurairah dari Nabi S.A.W, belia bersabda: “sebaik-baik sedekah adalah setelah
tercukupinya kebutuhan, dan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, dan
mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu.” Abu Shalih berkata: Abu
Hurairah ditanya: “Apa yang dimaksud dengan orang yang menjadi tanggunganmu?”
dia menjawab: “istrimu berkata: “berilah makan kepadaku atau berinfaklah
27 Sai’d bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam),
diterjemah dari bahasa arab oleh Agus Salim, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), h. 154.
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kepadaaku. Abu ‘Amir masih merasa ragu, atau (kalau tidak) maka ceraikanlah aku.”
dan pelayanmu berkata: ‘berikanlah makan kepaadaaku setelah itu perintahkanlah
kepadaku untuk beramal.’ Dan putrimu berkata; ‘kepada siapa engkau akan titipkan
diriku? (‘HR ad-Daruquthni dan sanadnya hasan)28
Selain diatur dalam Al-Qur’an dan Hadits, kewajiban nafkah oleh suami juga
diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Perkawinan pada pasal 80 ayat (2)
yang berbunyi: Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
Dari penjelasan di atas, suami memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga
dan memberikan nafkah untuk memenuhi keperluan keluarga. Nafkah tersebut
meliputi:
a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri
b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan
anak
c) Biaya pendidikan bagi anak29
Jika seorang mempertahankan pernikahannya, tidak bisa memberikan nafkah
kepada sang istri, maka dalam hal ini tidak dianggap ma’ruf.30
Pengaturan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) dapat
dilihat dalam Pasal 80 ayat (2), (3),(4) dan (5) KHI, yaitu
(1) ………
(2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
28 Ahmad, Kitab: Sisa Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadits bab: Musnad Abu
Hurairah Radhiyallahu ‘anhu No. Hadits : 10366.
29 file:///C:/Users/CWSS16-08/Downloads/KHI%20(1).pdf, diunduh pada tanggal 17 Januari 2021.
30 Saleh al-Fauzan, Fiqih Sehari-hari, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad
Ikhwani dan Budiman Musthafa, (Jakarta: Gema Insani, 2009), h. 760.
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(3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan
memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat
bagi agama, nusa dan bangsa.
(4) sesuai dengan penghasislannya suami menanggung :
a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri
dan anak;
c. biaya pendididkan bagi anak.
(5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a
dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
Manakala menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Pahang) 2005
[Enakmen 3 Tahun 2005] ada menyatakan peruntukkan yang membolehkan seseorang
membuat tuntutan nafkah di Mahkamah Syariah.
Seksyen 60 Enakmen UUKIP 2005 menyatakan bahawa:
Kuasa Mahkamah memerintah nafkah bagi isteri, dan efek nusyuz.
(1) Tertakluk kepada Hukum Syarak Mahkamah boleh memerintahkan
seseorang lelaki membayar nafkah kepada isteri atau bekas isterinya.
(2) Tertakluk kepada Hukum Syarak dan pengesahan Mahkamah, seseorang
isteri tidaklah berhak mendapat nafkah apabila dia nusyuz atau enggan
dengan tidak berpatutan menurut kemahuan atau perintah sah suaminya,
iaitu, antara lain—
(a) apabila dia menjauhkan dirinya dari suaminya;
(b) apabila dia meninggalkan rumah suaminya bertentangan dengan
kemahuan suaminya; atau
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(c) apabila dia enggan berpindah bersama suaminya ke satu rumah atau
tempat lain, tanpa apa-apa sebab yang sah mengikut Hukum Syarak.
(3) Selepas sahaja isteri itu bertaubat dan menurut kemahuan dan perintah sah
suaminya, maka isteri itu tidaklah lagi menjadi nusyuz”31.
Manakala Seksyen 61 Enakmen yang sama pula menyatakan:
Kuasa Mahkamah untuk memerintah nafkah bagi seseorang tertentu.
“Mahkamah boleh memerintahkan mana-mana orang yang bertanggungan
tentang hal itu mengikut Hukum Syarak supaya membayar nafkah kepada
seorang lain jika dia tak upaya, sepenuhnya atau sebahagiannya, dari
mencari kehidupan oleh sebab kerosakan otak atau jasmani atau tidak sihat
dan Mahkamah berpuas hati bahawa memandang kepada kemampuan
orang yang pertama tersebut itu adalah munasabah memerintahkan
sedemikian”.
2. Dasar dan Ketentuan Hukum Tentang Nafkah dalam Hukum
Keluarga Islam
A) Dasar Hukum Nafkah
Hukum memberi nafkah kepada istri adalah wajib.32 Nafkah merupakan suatu
kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya untuk memenuhi
segala kebutuhan yang diperlukan. Kewajiban nafkah bukan disebabkan karena istri
membutuhkan nafkah untuk urusan rumah tangga melainkan kewajiban ini ada dengan
31 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Pahang) 2005 [Enakmen 3 Tahun 2005], Seksyen
60-61,
http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/State_Enact_Ori.nsf/100ae747c72508e74
8256faa00188094/851d2f82c8be850d4825711c00229d49?OpenDocument, diunduh pada tanggal 17
Januari 2021.
32 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: kencana, 2007), h. 166.
27
sendirinya. Suami merupakan pemimpin dalam keluarga (kepala rumah tangga) yang
bertanggungjawab mengenai istrinya.33
Di antara ayat-ayat dalam al-Quran yang menunjukkan tentang wajibnya nafkah
terhadap seseorang yang menjadi tanggung jawabnya antara lain:
1. Al-Quran
a. Al-Quran surah al-Baqarah (1): 233
ilelanit䀀 t˶    ϒir  t  hi䀀tΎnalrnehiᶀ   tet l n h l䀀   tet n hā  t le h䇅 ten lrne˳  lil䇅l䀀
Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para
ibu dengan cara ma’ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut
kadar kesanggupannya. (QS. Al-Baqarah (1) : 233).34
Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan para ibu
adalah istri-istri, dan para ayah adalah suami-suami.35 Oleh karena itu dapat dipahami
bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberi
sesuai dengan kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan
karena dikhawatirkan terjadinya pemborsan penggunaan dalam keadaan tertentu.36
Dalam Tafsir Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 diterangkan, setiap ayah
berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan
menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan ayah
sebagai pemilik wadah tersebut. Maka sudah berkewajiban sebagai seorang ayah untuk
memberi nafkah kepada orang yang dibawah tanggung jawabnya dan memelihara dan
33 Saleh al-Fauzan, Fiqih Sehari-hari, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad
Ikhwani dan Budiman Musthafa, (Jakarta: Gema Insani, 2009), h.760.
34 Usman el-Qurtuby, Al-Quran Al-Karim (Selangor: Karya Bestari, 2013), h. 37.
35 Mahmud Syaltut, Islam Sebagai Akidah dan Syari’ah, (Jakarta : Bulan Bintang, 1968), h. 103.
36 Tihami dan Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Afaikih Nikah Lengkap), (Jakarta : Rajawali Pers,
2013), h. 166.
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merawatnya.37 Jadi suami juga berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan taraf
kehidupannya, suami juga tidak boleh bersifat kikir dalam memberi nafkah sehingga
menyebabkan istri menderita karenanya.
b. Al-Quran surah at-Thalaq ayat : 6
  hen lil䇅 n˳ teh˴ l t⺁he   t 䀀 ā l t  ltl䀀  t h nat䀀  h˴   t⺁tlrli t긠n l  n h    t  t hrnil 
Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka
untuk menyempitkan (hati) mereka”. (Q.S At Thalaq (65):6)38
Dari ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban bagi suami memberi tempat
tinggal yang layak dan sesuai dengan kemampuan suami kepada istri. Jangan
sekali-kali berbuat sehingga menyempitkan dan menyusahkan hati istri itu dengan
menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau memberikan orang lain tinggal
bersama dia.39
Walaubagaimanapun seseorang itu hanya diwajibkan memberi nafkah sekadar
kemampuannya untuk memenuhi keperluan tanggunggannya. Sebagaimana yang
ditegaskan dalam al-Quran, Firman Allah S.W.T:
c. Al-Quran Surah at-Thalaq (65) : 7
     al    ⺁      al  a     ⺁     a䳌䁢a            l    a               a a˴ a  ˸   a a      䳌a a        a˶ a  ࢳ       l   
䁢           ˴ a˸  a˸    ⺁  䇅a   a a   a   a䳌䁢a    a     
Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut
kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah
37 Hafizh Dasuki, DKK, Alqur’an Dan Tafsirnya Jilid X, (Yogyakarta : Pt. Dana Bhakti Wakaf,
1991), h. 392.
38 Usman el-Qurtuby, Al-Quran Al-Karim (Selangor: Karya Bestari, 2013), h. 559.
39 Hafizh Dasuki, DKK, Alqur’an Dan Tafsirnya Jilid X, (Yogyakarta : Pt. Dana Bhakti Wakaf,
1991), h. 209.
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memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak
memikulkan beban kepada seseorang melaikan sekadar apa yang Allah
berikan kepadanya, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah
kesempitan”. (Q.S At Thalaq (65):7)
Dalam Tafsir al-Misbah diterangkan, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban
suami untuk memberi nafkah dan sebagainya. Dengan menyatakan bahwa hendaklah
orang yang mampu yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan
nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan
demikian hendaklah ia memberikan sehingga anak istrinya kelapangan dan keluasan
berbelanja. Dan orang yang disempitkan rezekinya yaitu orang yang terbatas
penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah
kepadanya artinnya jangan sampai ia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara
mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui oleh Allah. Allah tidak memikulkan
beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya.
Karena itu janganlah (istri) menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan
suami, karena Allah akan memberikan kelapanagn setelah kesulitan.40
2. Hadits
Adapun wajibnya nafkah dalam bentuk sunnah terdapat dalam beberapa
hadits Nabi, di antaranya adalah:
: l۰il    h n lil䇅 il  h l l  h˴n䀀l   sl  il     l۰ tilā il  : tϝnit  : l۰il  h  hᶀl  n l䇅  lΔl h䀀ilat  h nᶀ h  hrl  n l䇅l䀀
 l⺁   h˸⺁ nΎt˵nel  ltl䀀   h˴ ĺet  ltl䀀  l nal ne˳ hΏhΎn l ltl䀀  lϝn l l⺁n h⺁ l˳ h⺁ il  t nrl l䀀 lϝnil l  l˳ h⺁ iletrhan t 
( ai   ᶀh⺁ h˴ i    䇅䀀˳䇅  ᶀ    r   ϩ˳䀀ā)  h⺁n l΄e˳
Artinya : Dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya dia berkata, “Aku bertanya,
Wahai Rasulullah, apakah kewajiban kami terhadap istrinya? Beliau menjawab,
40 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Vol 14, (Jakarta: Lintera Hati, 2002), h. 303.
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“Engkau memberikannya makan jika engkau makan, engkau memberinya
pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul muka, jangan
menjelek-jelekan, dan jangan berpisah (dari tempat tidurnya), kecuali di dalam
rumah.” (HR.Ahmad, Abu Dawud, Nasa’I, dan Ibnu Majah).41
hΎ h   h⺁ l۰il  h he  hᶀ Ξ e˳ h긠 h    h⺁   ii䀀   i䇅     iΤ  h΄te˳  䇅  t䇅     ā Ύhᶀila  l䇅
.( i    aΎa ) .i䀀Ύareiᶀ  e    䀀  e  hā  r i䇅  ee䀀 h i te˳
Artinya: “Dari Jabir r.a, Nabi Saw bersabda (pada waktu melaksanakan ibadah
haji, beliau mengingatkan kepada para suami) tentang para istri: kewajiban suami
adalah memberi makan dan pakaian kepada istrinya menurut yang patut” (H.R.
Muslim).42
 htn h nat  l  le   n h l⺁  Ϟtalā l il n ti ilᶀl    l  h  lϞtilā il  : nϝleil    th    l  iletl䇅 t  l h lā lϝl hγil䇅 n l䇅
.hi䀀tΎnalrneihᶀ lϙh hel䀀l䀀 h˶ h nrl  il  n hrta l۰ilel⺁  t lial  lt l t l䀀 t th  tΕnrlal il   th⺁ n h lel䀀l䀀  htn h nrl  il 
( āii΄e˳ ϩ˳䀀ā)
Artinya: “Dari Aisyah bahwa Hindun binti Uthbah pernah bertanya: wahai
Rasulullah sesungguhnya Abu Sofyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau
memberi nafkah kepadaku dan anak-anakku, sehingga aku mesti mengambil dari
padanya tanpa sepengetahuannya. Maka Rasulullah bersabda: Ambillah apa
yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik”. (H.R. Bukhari).43
Sebagai dijelaskan oleh ayat quran dan hadits di atas dapat kita ketahui bahwa
seorang suami mempunyai hak dalam memberikan nafkah dan juga nafkah yang
diberikan merupakan suatu yang layak digunakan bukan hanya asal-asal saja,
41 Mardani, Hadis Ahkam, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2012), h. 245.
42 Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulugh al-Maram, (Bandung: PT al-Ma’arif, 2017), h. 338.
43 Bukhari, Matamu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fiqr, 2006), h.
308.
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Rasulullah S.A.W sebagai seorang suami dan bapak menjadi contoh teladan kepada
umat manusia.
Untuk keperluan keluarga, suami hendaklah memenuhi keperluan istri tanpa
mementingkan diri senidiri. Suami wajib menyediakan rumah kediaman, pakaian dan
makan minum keluarga. Suami juga hendaklah memberikan uang yang secukupnya
kepada istri supaya ia boleh membeli keperluan rumah tangga.
Ibnu Qudamah berkata: “Ahli ilmu sepakat wajibnya nafkah istri atas suami jika
mereka telah berusia baligh, kecuali istri yang nusyuz (meninggalkan kewajiban
sebagai istri)”. sedangkan Ibnu Mundzir dan yang lainnya menyebutkan : “Di
dalamnya ada pelajaran, bahwa wanita yang tertahan dan tercegah beraktivitas dan
bekerja, oleh suami wajib memberikan nafkah padanya.44
Jadi dapat kita pahami bahwa kewajiban dalam memberikan nafkah kepada istri
adalah suami, serta merupakan sesuatu yang wajib di penuhi oleh suami tersebut
dengan beberapa syarat yaitu:
1. Sahnya akad nikah
Apabila akad tidak sah, tapi batal, maka suami dan istri wajib berpisah
demi menghindari terjadinya kerusakan.
2. Penyerahan diri istri kepada suami dan memungkinkannya
bersenang-senang.45
Apabila istri tidak menyerahkan dirinya kepada suami, atau
memungkinkan bagi suami untuk menikmatinya, maka nafkah tidak wajib
diberikan kepadanya.
44 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqih Munakahat Khitbah,
Nikah, dan Talak, diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 214.
45 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Ibid, h. 214.
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3. Istri tidak menolak untuk berpindah ke tempat mana pun yang dikehendaki
oleh suaminya.
4. Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami-istri.
Apabila salah satu dari syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka nafkah tidak
wajib untuk diberikan.46
Dengan demikian, Ulama Fiqih sependapat, bahwa nafkah yang harus
dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian,
dan tempat tinggal. Oleh itu, Ulama Fiqih membagi nafkah atas dua macam:
1. Nafkah Diri Sendiri
Seseorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya dari nafkah kepada orang
lain, apabila dia mampu dia mesti memberikan nafkah kepada yang lainnya. Hal ini
berlandaskan kepada hadits nabi dengan sabda Rasulullah S.A.W:
t۰t nal  n lrhᶀ   t� l h˶ n lthᶀ  l nᶀh˳
Artinya: “Mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang berada di
bawah tanggung jawabmu”. (HR. Muslim, Ahmad bin Hambl, Abu Dawud, dan
an Nasa’i dari Jabir bin Abdullah).47
2. Nafkah seseorang terhadap orang lain
Kewajiban nafkah terhadap orang lain, menurut kesepakatan ahli fikih, ada dua
hal yang menyebabkan terjadinya nafkah:
a. Hubungan perkawinan
b. Hubungan kekerabatan48
46 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 3, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2011), h. 693.
47 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), jilid II, cet. II, h.
765.
48 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid ke-4, (Jakarta: Ictiar Baru VAn Hoeven,
2009), h. 1281.
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Hubungan perkawinan yaitu suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya
yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-laim menurut keadaan
ditempat masing-masing dan menurut kemampuan suami.
Sebab kekerabatan yaitu bapak atau ibu, jika bapak tidak ada wajib memberi
nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu. Tetapi dengan syarat anak kecil dan
miskin.49
Adapun dua sebab-sebab yang mewajibkan nafkah:
1. Sebab Pernikahan
Seorang laki-laki jika menikahi seorang wanita, maka wajib baginya
memberinya nafkah. Allah SWT berfirman:
hi䀀tΎnalrnihᶀ   he i䇅  hr e˳ tϞn h    telel䀀
Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak (nafkah) yang seimbang dengan
kewajibannya menurut cara yang ma’ruf”. (Q.S Al-Baqarah (2): 228)50
Ayat di atas menjelaskan bahwa nafkah seorang istri harus sesuai dengan
ketaatannya. Seorang istri yang tidak taat (durhaka) kepada suaminya, tidak berhak
mendapatkan nafkah. Maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya
dengan cara yang ma’ruf, hal itu merupakan kewajiban suami memberi nafkah istrinya,
sebagaimana hak-hak lainnya.51
2. Sebab keturunan
Dengan adanya perkawinan maka lahirlah keturunan, dengan demikian maka
wajib bagi seorang bapak mencukupi kebutuhan keturunannya.
49 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al Islami wa Adillatuhu, (Suriah: Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002), Juz.
10, h. 94-95.
50 Usman el-Qurtuby, Al-Quran Al-Karim (Selangor: Karya Bestari, 2013), h. 36.
51 Sulaiman Rasjid, Fikih Islam (Hukum Fikih Lengkap), (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994),
h. 422.
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Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak adalah apabila dalam
hal ini si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan
miskin pula. Begitu pula jika sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu
bapaknya apabila keduanya tidak kuat lagi bekerja dan tidak memiliki harta.
Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Luqman ayat15 :
......is⺁䀀tΎnal  il n t e˳  h⺁ ilrten h́  ilΤl䀀....
Artinya:…“Dan pergauilah keduanya di dunia dengan baik”…(Q.S Luqman:
(31):15)52
Yang dimaksud dengan pergauilah yaitu menjaga agar keduanya jangan sampai
sakit hati atau kesusahan, dan menolong keduanya dalam segala keperluannya.
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam KHI dan Enakmen UU di
Pahang
Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang
dari orang lain, sedangkan yang dimaksud kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan
seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga hak
suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak
bagi istri.53
Perkawinan merupakan sebuah ikatan janji antara lelaki dan perempuan untuk
hidup bersama. Mereka perlu memainkan peranan dan tanggungjawab dengan
sempurna agar lahir rumah tangga yang bahagia.
1) Tanggungjawab suami terhadap istri
Suami merupakan ketua keluarga yang mempunyai tanggungjawab yang sangat
besar antara tanggungjawab suami ialah:
52 Usman el-Qurtuby, Al-Quran Al-Karim (Selangor: Karya Bestari, 2013), h. 36.
53 Amir Syarifudin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), h. 119.
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a) Memberi layanan yang baik
Seorang suami mesti memberi layanan yang baik terhadap istrinya,
seperti kasih sayang yang sempurna, percakapan yang sopan, pandai
mengambil hati dan berterima kasih, agar lahir ketenangan dan
kedamaian dalam keluarga.
b) Memberi didikan agama
Suami berkewajiban memastikan pendidikan agama diberikan
kepada istri dan anak-anak agar mereka dapat menunaikan kewajiban
terhadap Allah SWT dan dapat menyelamatkan merika daripada
siksaan Allah.
c) Berlaku adil
Suami dituntut berlaku adil terhadap istri-istrinya sekiranya
mempunyai lebih daripada seorang istri sama ada pembahgian giliran,
layanan, tempat tinggal maupun nafkah.54
d) Memberi nafkah
Suami mestilah menyediakan nafkah zahir dan batin yang mencukupi
terhadap istri dan kasih sayang terhadap anak-anak mengikut
kesesuaian dan kemampuan.
e) Menyediakan tempat kediaman yang sesuai
Rumah merupakan keperluan asasi kepada manusia untuk berlindung. Suami
wajib menyediakan tempat tinggal yang sesuai kepada istri dan anak-anaknya.
2) Tanggungjawab istri terhadap suami
Selain daripada tanggungjawab suami, istri juga mempunyai tanggungjawab
tertentu untuk melahirkan keluarga bahagia, antaranya:
54 Muhammad Haidir bin Muhammad Isa, Pendidikan Syariah Islamiyyah, (Kuala Lumpur :
Dewan Bahasa dan Pustaka, 2015), h. 211-212.
36
a) Mentaati suami
Istri wajib taat kepada suamiya dalam semua hal selagi tidak
bertentangan dengan kehendak syara’, seperti melayani suami dan
mencurahkan kasih sayang terhadapnya.
b) Menjaga maruah diri dan suami
Istri hendaklah menjaga maruah diri seperti menutup aurat, tidak
membenarkan lelaki yang bukan mahram masuk kerumah semasa
ketiadaan suami, tidak menceritakan keburukan suami kepada orang
lain dan menjaga kehormatan rumah tangga.55
c) Meminta ijin
Seseorang istri hendaklah meminta ijin untuk bekerja, keluar rumah,
bahkan dalam ibadah seperti puasa sunat.
d) Memelihara harta dan beramanah
Istri juga perlu menjaga harta suaminya, istri boleh membelanjakan
harta suami dengan pengetahuan dan keijinannya.
e) Mendahulukan keperluan suami
Seseorang istri hendaklah mendahulukan keperluan dan hak suami
daripada hak diri dan kaum kerabatnya.
f) Berterima kasih kepada suami
Sifat terima kasih hendaklah sentiasa dizahirkan sama ada dengan ucapan atau
perlakuan. Sentiasa ridha dengan pemberian suami dengan tidak bermegah dengan
kelebihan diri dan mengeji kekurangan suami.56
3) Tanggungjawab bersama suami istri
55 Muhammad Haidir bin Muhammad Isa, Pendidikan Syariah Islamiyyah, (Kuala Lumpur :
Dewan Bahasa dan Pustaka, 2015), h. 212-213
56 Muhammad Haidir bin Muhammad Isa, Ibid, h. 213.
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a) Memelihara dan mendidik anak
Anak merupakan anugerah Allah kepada manusia. Ibu bapa wajib
mendidik dengan pengetahuan agama sama ada fardhu ain atau
fardhu kifayah hingga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah.
Sabda Nabi SAW:
lth⺁  䇅t ten l  n h  il  :l  ilil䀀 h n lil䇅 t  t۰ tilā l۰il   t tl䇅 t  l h lā l lΎn hΎt   hᶀl  n l䇅)
( āii΄e˳ ϩ˳䀀ā) (...h h il h˴˵lrt  䀀l  h h  l˳Ύh˴ ltt  n䀀l  h h  l˳䇅h˴ let  tϩ l˳ lᶀl l⺁  h lΎn h e˳  lil䇅 t le t 
Artinya: “Daripada Abu Hurairah Radhiyallahu anhu berkata,
sabda Rasulullah SAW setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah
yaitu suci bersih, kedua ibu bapalah yang membuatnya yahudi,
nasrani atau majusi.. (HR. Bukhari)57
b) Mengekalkan kasih sayang dalam rumah tangga
Ini dapat dilaksanakan dengan adanya sifat tolak ansur, saling
mempercayai, amanah, dan ikhlas dalam kehidupan seharian.
Sentiasa berdiskusi, saling meminta dan menerima pendapat serta
saling memaafkan kesalahan, akan melahirkan kebahagiaan dalam
rumah tangga.
c) Mengurus rumahtangga
Terdapat keadaan dimana suami tidak mampu memberi nafkah
dengan sebab-sebab tertentu seperti sakit, maka istri boleh
membantu.
Suami istri hendaklah menjalankan tanggungjawab masing-masing untuk
melahirkan keluarga yang bahagia.
57 Imam An-Nawawi, Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim ibn Al-Hajjaj Jilid XI, Terj. Fathoni
Muhammad dan Futuhal Arifin, (Jakarta: Darus Sunah, 2011), h. 885.
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4) Hak bersama suami istri
Selain daripada tanggungjawab yang perlu ditunaikan secara bersama-sama,
terdapat juga hak bersama antara suami dan istri yaitu:
a) Pergaulan yang halal (hak Istimta’)
Adanya kehalalan untuk melakuakan hubungan suami istri dan
menikmati pasangan dengan cara yang baik dan diridhai oleh Allah
SWT.
b) Sabitan nasab
Seseorang suami atau istri berhak mendapat hak sabitan nasab
terhadap anak-anak yang dilahirkan hasil daripada perkawinan yang
sah.
c) Hak waris mewarisi
Seseorang suami atau istri mempunyai hak untuk mewarisi harta
pusaka apabila salah seorang daripada mereka meninggal dunia.58
Manakala Hak dan kewajiban suami istri ada menyatakan dalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI) diatur dalam BAB XII dari Pasal 77 hingga Pasal 84.
Dalam peruntukan tersebut, Pasal 77 menyatakan tentang hak dan kewajiban
suami istri yaitu:
(1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar
dan susunan masyarakat;
(2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan
memberi bantuan lahir bathin yang satui kepada yang lain;
58 Muhammad Haidir bin Muhammad Isa, Pendidikan Syariah Islamiyyah, (Kuala Lumpur :
Dewan Bahasa dan Pustaka, 2015), h. 215.
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(3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara
anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun
kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
(4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
(5) jika suami atau isteri melalaikan kewjibannya masing-masing dapat
mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.59
Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII Pasal 80-82 menyentuh
secara khusus tentang kewajiban suami. Pasal 80 menyatakan tentang kewajiban suami
yang menyatakan tentang :
(1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan
tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting
diputuskan oleh sumai isteri bersama.
(2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
(3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan
memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat
bagi agama, nusa dan bangsa.
(4) sesuai dengan penghasislannya suami menanggung :
a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri
dan anak;
c. biaya pendididkan bagi anak.
(5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a.
dan b. di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
59 file:///C:/Users/CWSS16-08/Downloads/KHI%20(2).pdf, diunduh pada tanggal 17 Januari 2021.
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(6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya
sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat
(8) gugur apabila isteri nusyuz.60
Manakalah Pasal 81 pula menyatakan berkaitan kewajiban suami berhubung
perkara berikut:
(1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya
atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
(2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama
dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
(3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya
dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram.
Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta
kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
(4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya
serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik
berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.
Terdapat juga penekanan berkaitan kewajiban sorang suami yang berpoligami
yang dinyatakan secara khusus dalam Pasal 82 yaitu:
(1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban
memberikan tempat tiggaldan biaya hidup kepada masing-masing isteri
secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang
ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
60 file:///C:/Users/CWSS16-08/Downloads/KHI%20(1).pdf, diunduh pada tanggal 17 Januari 2021.
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(2) Dalam hal para isteri rela dan ihlas, suami dapat menempatkan isterinya
dalam satu tempat kediaman.
Kewajiban istri juga ada menyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
BAB XII Pasal 83 dan 84. Pasal 83 menyatakan tentang:
(1) Kewajiban utama bagi seoarang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada
suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
(2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari
dengan sebaik-baiknya.
Manakala Pasal 84 menyatakan:
(1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan
kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat kecuali
dengan alasan yang sah
(2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut
pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk
kepentingan anaknya.
(3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesuadah
isteri nusyuz.
(4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan
atas bukti yang sah.61
Sepertimana kewajiban yang dinyatakan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa,
dalam rumahtanggan, setiap hak istri adalah menjadi tanggungjawab yang perlu
dilaksanakan oleh suami, sementara setiap hak suami pula adalah menjadi
tanggungjawab isteri untuk melaksanakannya.62
61 file:///C:/Users/CWSS16-08/Downloads/KHI%20(2).pdf, diunduh pada tanggal 17 Januari 2021.
62 Muhammad Haidir bin Muhammad Isa, Pendidikan Syariah Islamiyyah, (Kuala Lumpur :
Dewan Bahasa dan Pustaka, 2015), h. 214.
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Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Pahang) 2005 [Enakmen 3
Tahun 2005] tidak ada menjelaskan secara nyata berkaitan hak dan kewajiban
suami-isteri tetapi ada menyatakan peruntukkan yang membolehkan seseorang
membuat tuntutan nafkah di Mahkamah Syariah.
Seksyen 60 Enakmen UUKIP 2005 menyatakan bahawa:
Kuasa Mahkamah memerintah nafkah bagi isteri, dan efek nusyuz.
(1) Tertakluk kepada Hukum Syarak Mahkamah boleh memerintahkan
seseorang lelaki membayar nafkah kepada isteri atau bekas isterinya.
(2) Tertakluk kepada Hukum Syarak dan pengesahan Mahkamah, seseorang
isteri tidaklah berhak mendapat nafkah apabila dia nusyuz atau enggan
dengan tidak berpatutan menurut kemahuan atau perintah sah suaminya,
iaitu, antara lain—
(a) apabila dia menjauhkan dirinya dari suaminya;
(b) apabila dia meninggalkan rumah suaminya bertentangan dengan
kemahuan suaminya; atau
(c) apabila dia enggan berpindah bersama suaminya ke satu rumah atau
tempat lain, tanpa apa-apa sebab yang sah mengikut Hukum Syarak.
(3) Selepas sahaja isteri itu bertaubat dan menurut kemahuan dan perintah sah
suaminya, maka isteri itu tidaklah lagi menjadi nusyuz”63.
Manakala Seksyen 61 Enakmen yang sama pula menyatakan:
Kuasa Mahkamah untuk memerintah nafkah bagi seseorang tertentu.
63 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Pahang) 2005 [Enakmen 3 Tahun 2005], Seksyen
60-61,
http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/State_Enact_Ori.nsf/100ae747c72508e74
8256faa00188094/851d2f82c8be850d4825711c00229d49?OpenDocument, diunduh pada tanggal 17
Januari 2021.
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“Mahkamah boleh memerintahkan mana-mana orang yang bertanggungan
tentang hal itu mengikut Hukum Syarak supaya membayar nafkah kepada
seorang lain jika dia tak upaya, sepenuhnya atau sebahagiannya, dari mencari
kehidupan oleh sebab kerosakan otak atau jasmani atau tidak sihat dan
Mahkamah berpuas hati bahawa memandang kepada kemampuan orang yang
pertama tersebut itu adalah munasabah memerintahkan sedemikian”.
4. Status HukumWanita Sebagai Pencari Nafkah
Islam memandang bahwa perkawinan merupakan kebutuhan biologis yang fitrah
bagi kenormalan perilaku. Lebih dari itu, Islam menganggap perkawinan sebagai
penyempurnaan agama dan lembaga perkawinan merupakan kriteria hidup yang
normal. Islam memotivasi bahkan memerintahkan umatnya untuk segera menikah jika
telah mampu untuk melakukannya. Dengan melaksanakan perkawinan berarti ia telah
mempersiapkan diri untuk menjaga kehormatannya, untuk istiqamah dan untuk
beribadah kepada Allah swt.64
Dalam hukum Islam tidak dilarang bagi seorang istri yang ingin bekerja untuk
mencari nafkah, selama cara yang ditempuh tidak melencong dari syariat Islam.
Bahkan al-Qur’an secara tegas menuntut laki-laki dan perempuan untuk bekerja
dengan kebaikan. Allah swt. telah menciptakan laki-laki dan perempuan sama, jika
ditinjau dari sisi insaniahnya (kemanusiannya). Artinya laki-laki dan perempuan
diciptakan memiliki ciri khas kemanusiaan yang tidak berbeda antara yang satu dengan
yang lain.
Setiap laki-laki dan perempuan dikaruniai potensi hidup yang sama berupa
kebutuhan jasmani, naluri dan akal. Allah swt. juga telah membebankan hukum yang
sama terhadap laki-laki dan perempuan apabila hukum itu ditujukan untuk manusia
64 Rizal Darwis, Nafkah Batin Istri Dalam Hukum Perkawinan, (Gorontalo: Sultan Amai Press,
2015), h. 114.
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secara umum. Misalnya, pembebanan terhadap kewajiban shalat, berpuasa, zakat, haji,
menuntut ilmu dan juga mengembang dakwah.
Semua kewajiban ini dibebankan kepada laki-laki dan perempuan tanpa ada
perbedaan. Sebab semua kewajiban tersebut dibebankan terhadap manusia seluruhnya,
semata-mata karena dengan sifat kemanusiaannya yang ada pada dirinya
masing-masing tanpa melihat apakah seseorang itu laki-laki maupun perempuan.
Walau bagaimanapun, jika suatu hukum ditetapkan khusus untuk jenis manusia
tertentu (laki-laki saja atau perempuan saja), maka akan terjadi suatu pembebanan
hukum yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Misalnya kewajiban dalam hal
mencari nafkah keluarga atau bekerja hanya dibebankan kepada laki-laki, karena hal
ini berkaitan dengan fungsinya sebagai kepala keluarga. Islam telah menetapkan
bahwa kepala keluarga adalah tugas pokok dan juga tanggung jawab laki-laki.
Dengan demikian, perempuan tidak diwajibkan ke atasnya untuk tanggungjawab
mencari nafkah, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Perempuan,
justru berhak mendapat nafkah dari suami jika perempuan tersebut telah menikah atau
dari walinya jika perempuan tersebut belum menikah. Oleh yang demikian, sudah pasti
bukan suatu kewajiban untuk seseorang wanita bekerja.
Dengan seiring berjalannya zaman, ada pertanyaan yang timbul yaitu bolehkah
perempuan bekerja?. Sekalipun perempuan telah dijamin nafkahnya perlu dipenuhi
oleh suami ataupun wali jika perempuan itu belum menikah, itu bukan berarti Islam
tidak membolehkan perempuan bekerja untuk mendapatkan harta/ penghasilan. Islam
membolehkan perempuan berusaha mengembangkan hartanya sebagaimana firman
Allah swt dalam Surah an-Nahl (16): 97
il  h l n l hᶀ  t lΎnal  n te tl h n˵ltlel䀀 sΔl h́˴ l  s   l l   t  tl h n t lil⺁   h n˴t  l t l䀀   l  t  n䀀l   Ύl l   h˴  is hi lΤ lϞhrl䇅 n l )
(l  tilrnal   ˳ t il 
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Artinya: Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan
dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang
baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah
mereka kerjakan. (Q.S An-Nahl (16):97)65
Beberapa sahabat perempuan pada masa Rasulullah saw. juga bekerja, termasuk
istri Baginda Rasulullah saw. sendiri yaitu Siti Khadijah yang berprofesi sebagai
pengusaha, baik itu untuk kepentingan ekonomi, sosial maupun agama. Dengan
demikian, Islam sebenarnya mendukung perempuan ataupun yang sudah menjadi istri
itu bekerja dengan tujuan-tujuan yang positif, meskipun ada ketentuan-ketentuan yang
menyatakan bahwa kewajiban mencari nafkah itu ada di pundak laki-laki atau suami.
Firman Allah swt. yang telah dijelaskan dalam (QS al-Nisa ayat 4:34):
tϝ l hi  ˴eϠl⺁ n hehe l n l  n h   ˳ tel  l  ⺁ilrhᶀl䀀  Ύnalᶀ   lil䇅 n tel nalᶀ t  n lϞ  l⺁ ilrhᶀ h ⺁il h˴ten  lil䇅 l  t    l  t۰ilah˴Ύen)
h hail lrnen  h⺁   t 䀀tΎt˵n nl䀀   t  t hal⺁   t l  t t  l  t⺁ilil   h⺁  enl䀀 t  n lϟh l  ilrhᶀ h䇅n l nih˴e  ϝ l h  l  ϝ l⺁ht l
( s˳Ύ h ĺ  i  hil䇅 l il  l  n   h⺁ sϥ h ĺi   hen lil䇅  ˳ t n ĺ  lϥl⺁ n trltnal l  n h˶l⺁   t  tᶀhΎn nl䀀
Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah
melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan
karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka
perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan
menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).
Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri
nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan
(kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu
65 Usman el-Qurtuby, Al-Quran Al-Karim (Selangor: Karya Bestari, 2013), h. 278.
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mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha
Besar.”66
Dalam fikih, sebenarnya tidak ada teks yang secara eksplisit melarang istri untuk
bekerja, namun jangan sampai diabaikan tugas pokok sebagai istri yaitu sebagai ibu
dan pengatur rumah tangga serta terhadap pendidikan dan pembentukan akhlak bagi
anakanaknya, juga menjaga kehormatannya. Hal tersebut dihukumi wajib karena ada
konsekuensi pertanggung jawaban kepada Allah swt. Istri tidak dibebani atau tidak
dibebankan untuk bekerja dalam hal ini mencari nafkah baik untuk dirinya sendiri
maupun untuk keluarganya, justru berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.
Dengan kata lain seandainya dia bekerja maka dihukumi mubah selama tetap
masih bisa menjalankan tugasnya sebagai pengasuh terhadap anak-anaknya dan dapat
menjaga diri dan kehormatannya. Akan tetapi, jika sudah tercukupi nafkahnya dari
suami maka seharusnya perempuan atau istri harus mendahulukan yang wajib dan
mengabaikan yang mubah, karena yang wajib itu lebih berat konsekuansinya atau
pertanggung jawabannya kepada Allah swt.
B. Tinjauan Umum Tentang Pembubaran/ Pembatalan Perkawinan dalam
KHI dan Enakmen UU Keluarga Islam di Pahang
Islam mensyariatkan perkawinan untuk kelangsungan hidup manusia. Namun
begitu terdapat keadaan di mana rumah tangga yang di bina menghadapi masalah. Oleh
itu, Islam mensyariatkan pembubaran perkawinan termasuklah perceraian fasakh
sebagai jalan penyelesaian kepada masalah tersebut.67
1. Pengertian Pembubaran Perkawinan (Fasakh)
66 Usman el-Qurtuby, Al-Quran Al-Karim (Selangor: Karya Bestari, 2013), h. 84.
67 Muhammad Haidir bin Muhammad Isa, Pendidikan Syariah Islamiyyah, (Kuala Lumpur :
Dewan Bahasa dan Pustaka, 2015), h. 224.
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Fasakh merupakan salah satu bentuk pembatalan perkawinan yang boleh dituntut
sama ada oleh suami atau istri. Fasakh dari segi bahasa arab dari akar kata fa-sa-kha
yang berarti membatalkan68 atau juga fasakh berarti mencabut atau menghapuskan69
atau membatalkan akad nikah dan melepaskan hubungan yang terjalin antara suami
istri. Dari segi istilah syara’ yang berarti membatalkan akad perkawinan dengan
sebab-sebab yang tertentu melalui kuasa hakim atas dakwaan (tuntutan) istri ataupun
suami yang dapat dibenarkan oleh pengadilan agama, atau karena pernikahan yang
terlanjur menyalahi hukum pernikahan.70
Batal berarti rusaknya hukum yang telah ditetapkan terhadap suatu amalan
seseorang, karena syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sesuai syara’. Dalam fiqh telah
dikenal istilah yang berbeda kendati hukumnya sama yaitu nikah al-fasid dan nikah
al-batil. Nikah al-fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat
yang ditetapkan oleh syara’, sedangkan nikah al-batil adalah nikah yang tidak
memenuhi rukun perkawinan. Hukum nikah al-fasid dan al-batil adalah sama-sama
tidak sah.71
Fasakh ini berbeda dengan thalaq dan khulu’. Thalaq yaitu putusnya perkawinan
karena perceraian dengan persetujuan kedua pihak atas inisiatif atau permintaan dari
suami. Khulu’ yaitu perceraiaan persetujuan kedua pihak atas permintaan istri dengan
cara mengajukan ganti rugi atau tebusan. Sedangkan Fasakh adalah putusnya suatu
perkawinan melalui pensabitan thalaq oleh hakim atas permintaan salah satu pihak
setelah hakim meyakini bahwa perkawinan tersebut tidak dapat di lanjutkan baik
68 Amir Syarifuddi, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 190.
69 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h.
212.
70 Muhammad Haidir bin Muhammad Isa, Pendidikan Syariah Islamiyyah, (Kuala Lumpur :
Dewan Bahasa dan Pustaka, 2015), h. 224.
71 Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2004), h. 98.
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karena perkawinan yang berlangsung terdapat kesalahan, misalnya karena tidak
memenuhi syarat dan rukun perkawinan atau terdapat sebab lain yang menggugat
keberlangsungan hidup dalam suatu perkawinan tersebut.72 Biasanya yang banyak
mengajukan fasakh adalah istri karena pada dasarnya merupakan hak yang diberikan
untuk seorang istri.
Perceraian melalui kaidah fasakh tidak boleh dirujuk kembali kecuali dengan
akad yang baru. Prinsip yang di pakai oleh ulama’ berkaitan fasakh ialah menjaga
kemashlahatan dan menolak kemudharatan. Sabda Nabi SAW:
tsh tt  il  t h˵l  lt hϞta Ύe˳  h⺁ l  ilil䀀 h n lil䇅 t    ilΤ h  t۰n tilā l۰il  : l۰il  t ntl  t  l h lā l lΎn lΎt  n hᶀl  n l䇅
( ee ΄e˳ ϩ˳䀀ā) ilrteltn lᶀ tϕ Ύl t  l۰il  h h l lΎn ˳  lil䇅
Artinya: Daripada Abu Hurairah Radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah SAW
bersabda mengenai seorang lelaki yang tidak memperolehi sesuatu yang akan
dinafkahkan untuk istrinya, hendaklah dipisahkan antara keduanya. (Hr. Baihaqi)
Fasakh juga terbagi kepada dua yaitu:
i. Fasakh dengan lisan yang tidak nyata seperti istri mengadu tidak menerima
nafkah sedangkan suami menafikannya. Keadaan seumpama ini memerlukan suami
atau istri merujuk perkara ini kepada Mahkamah untuk diselidiki dan diadili oleh
hakim.
ii. Fasakh dengan lisan yang jelas, seperti murtad salah seorang suami atau
istri, perkawinan dengan sendirinya terbatal.73 Walau bagaimanapun, untuk
memastikan tentang pembatalan perkawinan ini, suami atau istri tetap perlu membawa
72 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan), (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2014), h. 36.
73 Muhammad Haidir bin Muhammad Isa, Pendidikan Syariah Islamiyyah, (Kuala Lumpur :
Dewan Bahasa dan Pustaka, 2015), h. 235.
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perkara ini ke Mahkamah bagi tujuan diadili adakah benar bahawa murtad telah
berlaku dan perkawinan tersebut telah terbatal.
Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XI Pasal 72-75 menyatakan
tentang batalnya perkawinan. Merujuk kepada Pasal 72 ada menyatakan:
(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan
perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang
melanggar hukum.
(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan
perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan
atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri
(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari
keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap
hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk
mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.
Pasal 73 pula menyatakan tentang siapa yang dapat mengajukan permohonan
pembatalan perkawinan yaitu:
a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami
atau isteri;
b. Suami atau isteri;
c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut
Undang-undang.
d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun
dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.
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Manakala dalam Pasal 74 menyatakan permohonan pembatalan perkawinan
yaitu:
(1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan
Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan
dilangsungkan.
(2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat
berlangsungnya perkawinan.
Merujuk kepada Pasal 75, ada menyatakan bahwa keputusan pembatalan
perkawinan tidak berlaku surut terhadap:
a. perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;
b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber`itikad baik,
sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.
Manakala Pembubaran Perkawinan (Fasakh) juga diatur dalam Seksyen 53,
Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pahang (EUUKIP) 2005 seperti berikut:
(1) Seseorang perempuan atau lelaki, mengikut mana-mana yang berkenaan,
berkahwin mengikut Hukum Syarak adalah berhak mendapat suatu
perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh atas satu atau
lebih daripada alasan-alasan yang berikut, iaitu—
(a) bahawa tempat di mana beradanya suami atau isteri telah tidak
diketahui selama tempoh lebih daripada satu tahun;
(b) bahawa suami telah cuai atau telah tidak mengadakan peruntukan
bagi nafkahnya selama tempoh tiga bulan;
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(c) bahawa suami atau isteri telah dihukum penjara selama tempoh tiga
tahun atau lebih;
(d) bahawa suami atau isteri telah tidak menunaikan, tanpa sebab yang
munasabah, kewajiban perkahwinannya (nafkah batin) selama
tempoh satu tahun;
(e) bahawa suami telah mati pucuk pada masa perkahwinan dan masih
lagi sedemikian dan isteri tidak tahu pada masa perkahwinan bahawa
suami telah mati pucuk;
(f) bahawa suami atau isteri telah gila selama tempoh dua tahun atau
sedang mengidap penyakit kusta atau vitiligo atau sedang mengidap
penyakit kelamin dalam keadaan boleh berjangkit;
(g) bahawa isteri, setelah dikahwinkan oleh wali Mujbirnya sebelum ia
mencapai umur baligh, menolak perkahwinan itu sebelum mencapai
umur lapan belas tahun, dan ia belum disetubuhi oleh suaminya itu;
(h) bahawa suami atau isteri menganiayai isteri atau suaminya iaitu,
antara lain
(i) lazim menyakiti atau menjadikan kehidupannya menderita
disebabkan oleh kelakuan aniaya;
(ii) berkawan dengan perempuan-perempuan atau lelaki jahat atau
hidup berperangai keji mengikut pandangan Hukum Syarak;
(iii) cuba memaksa isteri hidup secara lucah;
(iv) melupuskan harta isteri atau suami atau melarang isteri atau
suami itu dari menggunakan hak-haknya di sisi undang-undang
terhadap harta itu;
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(v) menghalang isteri atau suami dari menunai atau menjalankan
kewajiban atau amalan agamanya;
(vi) jika suami mempunyai isteri lebih daripada seorang, dia tidak
melayani isteri yang berkenaan secara adil mengikut
kehendak-kehendak Hukum Syarak;
(i) bahawa walau pun empat bulan berlalu tetapi isteri masih belum
disetubuhi oleh kerana suami bersengaja enggan mensetubuhinya;
(j) bahawa isteri tidak izin akan perkahwinan itu atau izinnya tidak sah,
sama ada oleh sebab paksaan, kesilapan, ketidaksempurnaan akal,
atau hal keadaan lain yang diakui oleh Hukum Syarak;
(k) bahawa pada masa perkahwinan itu isteri, sungguh pun berkebolehan
memberi izin yang sah, adalah seorang yang sakit otak, sama ada
berterusan atau berselangan, dalam erti Ordinan Sakit Otak 1952
[Ord. 31/52] dan sakit otaknya adalah dari suatu jenis atau setakat
yang menjadikannya tidak layak untuk berkahwin; atau
(l) apa-apa alasan lain yang diiktiraf sebagai sah bagi
membubarkan perkahwinan atau bagi fasakh di bawah Hukum
Syarak.
(2) Mana-mana orang yang berkahwin mengikut Hukum Syarak
adalah berhak mendapatkan perintah bagi pembubaran
perkahwinan atau fasakh atas alasan bahawa isteri menjadi tak
upaya yang menghalang persetubuhan.
(3) Tiada sesuatu perintah boleh dibuat atas alasan dalam
perenggan (1)(c) dalam sehingga hukuman itu telah
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dikemukakan dan suami atau isteri telahpun menjalani satu
tahun dari hukuman itu.
(4) Sebelum membuat suatu perintah atas alasan dalam perenggan
(1)(e) Mahkamah hendaklah, atas permohonan suami, membuat
suatu perintah menghendaki suami memuaskan hati Mahkamah
dalam tempoh satu tahun dari tarikh perintah itu bahawa dia
tidak lagi mati pucuk, dan jika suami memuaskan hati
Mahkamah sedemikian dalam tempoh itu, tiada sesuatu
perintah boleh dibuat atas alasan itu.
(5) Tiada sesuatu perintah boleh dibuat atas mana-mana alasan
dalam subseksyen (1) jika suami memuaskan hati Mahkamah
bahawa isteri, dengan mengetahui bahawa adalah terbuka
kepadanya untuk mendapatkan perkahwinan itu ditolak, telah
bertingkahlaku terhadap suaminya dengan cara yang
menyebabkan suami mempercayai dengan munasabah bahawa
isteri tidak akan menolak perkahwinan itu, dan bahawa adalah
tidak adil kepada suami jika dibuat perintah itu.74
2. Dasar Hukum Pembubaran Perkawinan (Fasakh)
Pada dasarnya hukum fasakh itu adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan
tidak pula dilarang. Ini jelas sepertimana:
(ϕϥ e˳    e⺁ ۰ϥ e˳ Ύ ᶀ  :l  ilil䀀 h  lil䇅 t    ilΤ h  t۰ tilā l۰il  : l۰il  lΎlrt䇅 h nᶀ h  h n΄l䇅 n l䇅)
74 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Pahang) 2005 [Enakmen 3 Tahun 2005], Seksyen
53.
54
Artinya: Dari Abdullah Bin Umar telah berkata bahawa Rasulullah SAW telah
bersabda :“Sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah adalah at’thalaq”. (Hadis
Riwayat Abu Dawud Ibn Majah)75
Dasar pokok dari hukum fasakh ialah seorang atau kedua suami istri merasa
dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkawinannya karena ia tidak memperoleh
hak-hak yang telah ditentukan oleh syara’ sebagai seorang suami atau sebagai seorang
istri. Akibatnya salah seorang atau kedua suami istri tidak sanggup lagi melanjutkan
perkawinannya atau kalaupun perkawinan itu dilanjutkan juga keadaan kehidupan
rumah tangga diduga akan bertambah buruk, pihak yang dirugikan bertambah buruk
keadaannya, sedang Allah tidak menginginkan terjadinya keadaan yang demikian.76
a. Al-Quran Surah Al-Baqarah : 231.
Sebagaimana Firman Allah S.A.W:
ltl䀀  i䀀tΎnalrhᶀ   t  t h˴Ύli n䀀l   i䀀tΎnalrhᶀ   t  trh n l l⺁   telilal  l n lil΄l⺁ l ⺁il h˴ten t t⺁ne il  l˳ h⺁l䀀 )
s˳䀀t t  h  n hϝ l l˳    ⺁˳䀀trhi ⺁l  ltl䀀  t l n l  l lil  n lel⺁ l h˶e l nϞlan l   l l䀀  ˳䀀t l⺁nal⺁h˴e s˳ā l˳Ύh    t  trh nrt 
l  n  ˳ te  nl䀀  h hᶀ  trt hal  hΔlrnrh nenl䀀 h䇅 l⺁hrnen l h˴   trn lil䇅 l۰l  l  ⺁il l䀀 n trn lil䇅 h  n lϝlrnah   ˳䀀tΎt n nl䀀
(    hil䇅   n l⺁ h˴Ϟtrhᶀ l  n   l    ⺁˳ trlin䇅nl䀀
Artinya: “Maka peliharalah (rujukilah) merekaa istri-istri dengan cara
yang ma’ruf (baik), atau ceraikanlah mereka istri-istri dengan cara yang
ma’ruf pula janganlah kamu pelihara (rujuki) mereka untuk memberi
kemudharatan karena dengan demikian berarti kamu menganiaya mereka”.
(Q.S Al-Baqarah (2): 231)77
75 Muhammad bin Ismail Al- Amir Ash-Shan’ani, Subulus Salam, Jilid 3 (Jakarta: Darus Sunnah
Press, 2013), h. 12.
76 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h.
212.
77 Usman el-Qurtuby, Al-Quran Al-Karim (Selangor: Karya Bestari, 2013), h. 37.
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b. Al-Quran Surah An-Nisa (4): 35
hsh˴⺁l t  is  linΤ ⺁ l˳  hΎt   h⺁ ⺁ilehin l  n h˴  isrlrl l䀀  h hin l  n h˴  isrlrl   ˳ t lanᶀϠl⺁ ilrhehtn lᶀ lϕileh⺁ n t⺁n ha n h⺁l䀀 )
( s˳Ύ h ĺa isr hil䇅 l il  l  n   h⺁ ⺁ilrteltn lᶀ t  n
Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan terjadi persengketaan antara
keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga
laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang
hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi
taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”.78
(Q.SAn-Nisa (4): 35)
Walaupun demikian, fasakh ini telah diterima sebagai salah satu cara putusnya
atau rusaknya perkawinan seperti dalam kaidah yang terkandung dalam hadits
berbunyi:
ā˳Ύ  t䀀 āΎ  t
Artinya: “Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh saling
menimbulkan kemudharatan”. (HR. Hakim, dan lainya dari Abu Sa’id al
Khudri, HR. Ibnu ‘Abbas).79
Manakala Kaidah Fiqh Islam:
۰˳   āΎ e˳
Artinya: “Kemudharatan itu wajib dihilangkan”
Berdasarkan Firman Allah, Al-Hadits dan kaidah tersebut di atas para fuqaha
menetapkan bahwa jika dalam kehidupan suami istri terjadi keadaan sifat atau sikap
yang menimbulkan kemudharatan pada salah satu pihak, maka pihak yang menderita
78 Usman el-Qurtuby, Al-Quran Al-Karim (Selangor: Karya Bestari, 2013), h. 84.
79 A Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih (‘Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah yang
Praktis), (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2006), h. 68.
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mudharat dapat mengambil prakarsa untuk memutuskan perkawinan, kemudian hakim
menfasakhkan perkawinan atau dasar pengaduan pihak yang menderita tersebut.
3. Sebab-sebab Pembubaran Perkawinan (Fasakh)
Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhi syarat-syarat ketika berlangsung akad
nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan
perkawinan.80
1. Fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad:
i. Diketahui antara suami dan istri terdapat hubungan yang dilarang
untuk menikah, misalnya hubungan nasab, hubungan perkawinan
atau hubungan sepersusuan.
ii. Suami atau istri belum cukup umur atau masih kecil, sedangkan
akad nikahnya tersebut bukan dilakukan oleh ayahnya atau
walinya. Namun apabila telah dewasa suami istri tersebut berhak
memilih untuk meneruskan ikatan perkawinannya atau
mengakhirinya. Hal seperti ini disebut khiyar baligh. Jika yang
dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut fasakh.
2. Fasakh yang datang setelah akad:
i. Apabila salah satu dari suami istri tersebut murtad atau keluar dari
agama Islam dan tidak mau kembali menjadi muslim, maka
akadnya batal (fasakh) karena kemurtadannya tersebut.
ii. Apabila suami atau istri yang pada awalnya kafir selanjutnya
masuk Islam, tetapi salah satu pasangan masih tetap dalam
80 Slamet Abidin, Fikih Munakahat II, (Bandung: Pustaka Setia, 1989), cet I, h. 73.
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kekafirannya, maka akadnya batal. Kecuali istrinya adalah ahlul
kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab perkawinan
nya dengan ahli kitab dari semulanya dipandang sah.
3. Sebab-sebab lain terjadinya pembatalan perkawinan antara lain:
i. Berlaku kecacatan atau keaiban. Maksud kecacatan menurut
Imam Syafi’i, yaitu:
a. Karena gila
b. Karena penyakit kusta
c. Penyakit sopak
d. Karena penyakit yang menghalang daripada persetubuhan
(kecacatan organ seks) kepada lelaki atau perempuan.
e. Karena adanya daging tumbuh pada kemaluan perempuan
yang menghambat persetubuhan.
f. Fasakh karena tidak sekufu atau setaraf dalam beberapa aspek
tertentu.
g. Karena ‘anah (zakar laki-laki impoten atau tidak hidup untuk
jima’).81
Hal tersebut di atas diberikan waktu satu tahun untuk mengetahui suami itu ‘anah
atau tidak, dapat sembuh atau tidak. Hal itu diqiyaskan dengan aib-aib yang
menghalangi maksud dan tujuan suatu perkawinan, baik dari pihak suami atau pihak
istri.
4. Fasakh juga dapat terjadi disebabkan hal-hal berikut:
81 Muhammad Haidir bin Muhammad Isa, Pendidikan Syariah Islamiyyah, (Kuala Lumpur :
Dewan Bahasa dan Pustaka, 2015), h. 235.
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i. Syiqaq yaitu adanya persengketaan atau pecah belah dalam
perkawinan antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan.82
ii. Perkawinan yang dilakukan oleh wali antara perempuan dengan
laki-laki yang bukan jodohnya. Misalnya pernikahan budak
dengan merdeka, penzina dengan orang terpelihara dan
sebagainya.
iii. Jika istri disetubuhi oleh ayah atau kakeknya karena factor
ketidaksengajaan maupun menzinahinya.
iv. Suami miskin, setelah jelas kemiskinanya oleh beberapa orang
saksi yang dapat dipercaya sehingga tidak sanggup lagi memberi
nafkah, baik pakaian, tempat tinggal maupun mas kawinnya
belum dibayarkan sebelum bercampur.83
4. Hikmah Pembubaran Perkawinan (Fasakh)
a) Hikmah Fasakh
i. Dapat menjaga kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
ii. Menenangkan hati dan jiwa daripada kekusutan dan kesulitan.
iii. Mengelakkan kaum wanita daripada dianiayai atau dizholimi oleh
suami yang tidak bertanggungjawab.
iv. Menunjukkan keadilan Islam, jika suami mempunyai hak thalaq,
istri mempunyai hak fasakh.
v. Memberi peluang kepada suami istri membina kehidupan yang
lebih baik.
82 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan), (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2014), 245.




i. Terputus ikatan perkawinan. Suami tidak boleh rujuk kembali
kecuali dengan akad perkawinan yang baru.
ii. Fasakh tidak mengurangi jumlah thalaq. Suami boleh mengawini
bekas istrinya walaupun telah berlaku fasakh sebanyak tiga kali.
iii. Thalaq suami tidak boleh berlaku semasa istri dalam iddah fasakh.
iv. Fasakh yang berlaku sebelum terjadi persetubuhan menyebabkan
hak istri untuk mendapatkan mahar terbatal. Jika selepas berlaku
persetubuhan istri berhak mendapat mahar musamma.
v. Istri tidak berhak mendapat mut’ah jika dia yang memohon
fasakh.
vi. Istri tidak berhak mendapat nafkah ketika dalam iddah fasakh
sama ada hamil atau tidak, tetapi berhak mendapat tempat
tinggal.84
84 Muhammad Haidir bin Muhammad Isa, Pendidikan Syariah Islamiyyah, (Kuala Lumpur :




JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH PAHANG
A. Sejarah Mahkamah Syariah di negeri Pahang
Berdasarkan catatan sejarah, Kuantan telah wujud sebagai penempatan sekitar
kurun ke-19 atau semenjak awal tahun 1850-an lagi. Kuantan merupakan ibu negeri
bagi Negeri Pahang yang terletak di Pantai Timur Semenanjung Malaysia di antara
garis lintang 3° 49' 0" di utara dan garis bujur 102° 20' 0" di timur. Di bahagian timur
ialah Laut Cina Selatan dengan panjang kawasan pantai 56 km (35 batu). Di sebelah
barat ialah Daerah Maran dan Jerantut, di utara ialah Negeri Terengganu dan di selatan
ialah Daerah Pekan.
Merujuk kepada surat kuasa pelantikan Qadhi Besar dan Qadhi pada tahun 1921,
maka kuasa yang diberi kepada Mahkamah Syariah ialah dalam kes Mal yang
membicarakan kes-kes nikah perempuan yang tiada wali, kes-kes cerai seperti Taklik,
Fasakh, Tebus Talak, Harta Sepencarian dan Tuntutan Mas kahwin. Dan bagi Kes
Jenayah pula, merangkumi kesalahan-kesalahan kecil yang melanggar Undang-undang
Negeri yang hanya dendanya RM10.00 sahaja. Qadhi tiada di beri kuasa untuk
menahan, menangkap atau mengeluarkan waran tangkap.
Manakala Undang-undang Pahang Bil 6 tahun 1937 menyatakan,
kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang Islam akan dibicarakan samaada di
Mahkamah Penghulu, Mahkamah Qadhi, Mahkamah Majistret atau Mahkamah Tinggi.
Kesalahan tidak hadir solat jumaat, akan dibicarakan di Mahkamah Penghulu,
kesalahan bagi melarikan anak dara dan khalwat dibicarakan di Mahkamah Majistret,
kes zina di Mahkamah Tinggi dan kesalahan-kesalahan seperti makan di khalayak
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ramai di bulan Ramadhan, akan dibicarakan samaada di Mahkamah Penghulu,
Mahkamah Qadhi atau di Mahkamah Majistret.
Bagaimanapun apabila Undang-Undang Pahang Bil.5 tahun 1956 dibuat, maka
jelaslah bahawa bidangkuasa untuk membicarakan kes-kes Mal dan Jenayah diberikan
khusus kepada Mahkamah Qadhi atau Mahkamah Qadhi Besar sahaja. Juga telah
digariskan cara-cara pelantikan Qadhi dan Qadhi Besar, perbicaraan dan Mahkamah
UlangBicara. Dengan adanya Undang-Undang baru ini, maka bangunan Mahkamah
Syariah mula didirikan disetiap daerah Qadhi.85
Pada tahun 1984, Parlimen telah meluluskan tambahan kuasa hukuman kepada
Mahkamah Syariah dengan menaikkan denda maksima sebanyak RM 5000, penjara
tiga tahun dan rotan sebanyak enam kali sebatan. Berikutan itu, badan Perundangan
Negeri pada tahun 1987 telah meluluskan pindaan kepada Enakmen Pentadbiran
Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Pahang 1982 dengan menaikkan kadar denda,
penjara dan rotan bagi kes-kes yang berat dan serius.
Apabila Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam Pahang diluluskan pada
28hb November 1991 oleh Dewan Undangan Negeri dan berkuatkuasa mulai 1 Januari
1992, maka disini bermulalah detik-detik perubahan kepada Mahkamah Syariah.
Dulunya mahkamah-mahkamah ini dikenali dengan Mahkamah Qadhi Daerah,
Mahkamah Qadhi Besar dan Mahkamah Ulangbicara, tetapi pada masa kini,
mahkamah-mahkamah tersebut telah bertukar kepada Mahkamah Rendah Syariah,
Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah.
Bidangkuasa perbicaran kes Mal dan Jenayah Mahkamah Rendah dan
Mahkamah Tinggi Syariah juga turut berubah. Mahkamah Rendah Syariah dalam
bahagian Mal diberi kuasa membicarakan kes-kes yang tidak melebihi seratus ribu
85 https://jksp.pahang.gov.my/index.php/sejarah-penubuhan/, diunduh pada tanggal 17 Januari
2021.
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ringgit atau yang tidak dapat dianggarkan dengan wang, manakala dalam kes jenayah
pula kesalahan-kesalahan yang mana hukuman maksimum yang di peruntukkan tidak
melebihi tiga ribu ringgit atau penjara tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.
Bagi Mahkamah Tinggi Syariah pula, kuasa yang diberi adalah menyeluruh
dalam bidang kuasa Mal. Manakala bidang kuasa Jenayah pula membicarakan semua
tindakan serta kesalahan yang diperuntukkan di bawah undang-undang lain yang
memberi bidangkuasa kepada Mahkamah Syariah untuk membicarakan apa-apa
kesalahan dan boleh mengenakan apa-apa hukuman yang diperuntukkan di dalamnya.
Begitu juga dengan gelaran Qadhi dan Qadhi Besar telah di gantikan dengan
sebutan Hakim Mahkamah Rendah dan Hakim Mahkamah Tinggi. Manakala
kedudukan jawatankuasa Ulangbicara dikenali dengan ‘Panel Hakim-Hakim
Mahkamah Rayuan Syariah‘ dan dipengerusikan oleh Yang Amat Arif Ketua Hakim
Syarie.
Dari segi rayuan, dulunya boleh dibuat terus daripada Mahkamah Qadhi atau
Mahkamah Qadhi Besar kepada Mahkamah Ulangbicara. Namun sekarang rayuan
daripada Mahkamah Rendah Syariah akan di buat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dan
sesuatu rayuan terhadap keputusan yang di buat oleh Mahkamah Tinggi Syariah akan
di buat kepada Mahkamah Rayuan Syariah.
Beberapa pemerintah telah di wujudkan dan di luluskan oleh Kerajaan Negeri
bagi maksud pengesahan organisasi baru Mahkamah Syariah Pahang. Di antaranya
ialah Ketua Hakim Syari‟ah, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah, Hakim Mahkamah
Rendah Syariah, Pendaftar, Pembantu Pendaftar dan beberapa dari segi pentadbiran.
Maka dengan rasminya telah terpisah daripada pentadbiran Jabatan Agama Islam
Pahang dan terbentuklah satu organisasi di Mahkamah Syariah Negeri Pahang dan
seterusnya bermulalah sejarah baru bagi Kerajaan Negeri Pahang.
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Secara rasminya, Jabatan Kehakiman Syariah Pahang telah ditubuhkan pada 19
Januari 1995 yang sebelum itu lebih dikenali sebagai Mahkamah kadi di Jabatan
Agama Islam Pahang. Dengan penubuhan tersebut, ianya terpisah dari pentadbiran
Jabatan Agama Islam Pahang dan mempunyai struktur organisasinya sendiri. Beribu
pejabat di Kuantan, Pahang. Pada ketika itu lebih dikenali sebagai 31 Mahkamah
Syariah Pahang dan pada tahun 2005 telah ditukarkan nama kepada Jabatan
Kehakiman Syariah Pahang.
Penubuhan Mahkamah Syariah diperuntukan di bawah Seksyen 42 Enakmen
Pentadbiran Undang-Undang Islam pada [No. 3 Tahun 1991], dalam Seksyen ini
menyatakan bahwa kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan atas nasihat Majlis boleh
melalui pemberitahuan dalam Warta menubuhkan Mahkamah Rendah Syariah,
Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah bagi Negeri Pahang pada
tempat yang difikirkan sesuai dan boleh menetapkan sempadan tempatan bidangkuasa
Mahkamah itu.
Jabatan Kehakiman Syariah diletakkan di bawah pentadbiran Setia usaha Kerajaan
Negeri Pahang ( SUK ) dan diketuai oleh Yang Amat Arif ( Y.A.A.) Ketua Hakim
Syari‟i. Beliau juga dilantik sebagai Pengurus Panel Hakim Mahkamah Rayuan
Syariah. Di bawah pengawalannya terdapat dua orang Hakim Mahkamah Tinggi
Syariah, seorang Ketua Pendaftar, tujuh orang Hakim Mahkamah Rendah Syariah serta
beberapa kakitangan sokongan.
Bagi melicinkan proses dan kemudahan kepada orang ramai, Jabatan Kehakiman
Syariah Pahang mempunyai Mahkamah Rendah Syariah hampir di semua daerah
dalam Negeri Pahang. Terdapat 13 buah Mahkamah Rendah Syariah di Negari Pahang
iaitu di Kuantan, Maran, Pekan, Muadzam Shah, Rompin, Temerloh, Bera, ( masih
belum beroperasi ) Chenor, Bentong, Cameron Highlands, Jerantut, Kuala Lipis dan
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Raub. Manakala hanya terdapat 2 Mahkamah Tinggi Syariah yaitu Di Kuantan
( dikenali sebagai Mahkamah Tinggi Syariah Pahang) dan di Bentong (Di kenali
sebagai Mahkamah Tinggi Syariah Bentong).
Mahkamah Tinggi Syariah Pahang akan menjalankan Perbicaraan bagi
permasalahan Mahkamah Tinggi di sekitar Daerah Kuantan, Pekan, Rompin, Maran,
Muadzam Shah, Chenor dan Bera. Jabatan Kehakiman Syariah Pahang turut
mempunyai satu Mahkamah Rayuan yang akan menjalankan pembicaraan terhadap
permsalahan Rayuan di seluruh Negeri Pahang.
Kesimpulannya, penubuhan Jabatan Kehakiman Syariah Pahang adalah penting
kerana ia merupakan tempat rujukan untuk menyelesaikan masalah kekeluargaan
seperti nikah, penceraian, fasakh, judi, minum arak , khalwat dan sebagainya. Ia juga
berfungsi untuk menjalankan segala urusan yang berkaitan dengan perundangan Islam
mengikut Hukum Syara‟ secara adil, dan berkesan.
B. Pengenalan Jabatan Kehakiman Syariah Pahang
Adapun Misi di Jabatan Kehakiman Syariah Pahang adalah meujudkan jentera
pengurusan Mahkamah Syariah yang Mahir dalam sistem keadilan islam serta cekap
dalam pengurusan mahkamah.
Manakala Visi Jabatan Kehakiman Syariah Pahang pula adalah menyediakan dan
melaksanakan pentadbiran undang-undang berlandaskan Undang-undang Islam secara
adil dan berkesan melalui akta-akta yang telah diluluskan.
Adapun objektif Jabatan Kehakiman Syariah Pahang adalah:
1. Mengendalikan dan menyegerakan kes-kes syariah dengan adil teratur dan
berkesan.
2. Mempertingkatkan kemahiran-kemahiran pegawai dan kakitangan.
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3. Mempertingkatkanpenggunaan teknologi komunikasi dan maklumat (ICT)
dalam pentadbiran.
4. Mempunyai kemudahan dan infrastruktur yang terbaik dan mencukupi.86
Manakala Fungsi Jabatan Kehakiman Syariah Pahang adalah bagi memastikan
segala permasalahan yang berkaitan perundangan syariah dan kekeluargaan Islam di
negeri Pahang dapat diselesaikan dengan cara terbaik mengikut Hukum-Hukum Syarak
berpandukan Al-Quran Dan Hadis.
Jabatan Kehakiman Syariah Pahang turut menggariskan 6 Fungsi Asas bagi
mencapai matlamat fungsi utamanya, yang mana 6 Fungsi Asas ini menjadi teras
utama sistem penyampaian di Jabatan Kehakiman Syariah Pahang. 6 Fungsi Asas
tersebut adalah:
1. Menerima dan menyelaras kes-kes yang dibawa ke Mahkamah Syariah
dengan adil dan saksama mengikut peruntukan undang-undang.
2. Menguatkuasa dan melaksana sistem kehakiman islam yang teratur dan
berkesan.
3. Mengurus kes-kes Rayuan Syariah secara teratur dan berkesan.
4. Mengurus permohonan pembahagian harta pusaka.
5. Membangunkan sumber manusia yang terlatih dan mencukupi.
6. Memberi perkhidmatan rundingcara,pertemuan dan perdamaian.
Terdapat beberapa bahagian yang diwujudkan di Jabatan Kehakiman Syariah
Pahang yang setiap satunnya mempunyai fungsi yang berbeda. Bahagian-bahagian
tersebut adalah Bahagian Kehakiman, Bahagian Pentadbiran Kewangan dan Sumber
Manusia, Unit Sulh, Unit Teknologi Maklumat (ICT), Bahagian Sokongan Keluarga
(BSK) dan Unit Rekod.
86 Laman Web Jabatan Kehakiman Syariah Pahang, https://jksp.pahang.gov.my/index.php/
misi-visi-objektif/, diunduh pada tanggal 17 Januari 2021.
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Bahagian Kehakiman yang berperanan melaksanakan hal ehwal perundangan
berlandaskan hukum Syarak dan undang-undang sedia ada dengan cekap dan efisien.
Bahagian Kehakiman ini adalah terdiri dari Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah
Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah. Antara fungsi Bahagian Kehakiman
seperti berikut:
1. Menerima, mendengar dan memutuskan kes-kes yang dibawa ke Mahkamah
Syariah mengikut hukum Syara’ dan peruntukan undang-undang,
2. Memutus, menguatkuasa dan melaksanakan perintah berasaskan Hukum
Syara’ dan undang-undang bertulis.
3. Menerima, mendengar dan memutuskan kes-kes rayuan secara teratur dan
berkesan;
4. Menerima, mendengar dan memutuskan permohonan pembahagian Faraid;
5. Membangunkan Sumber Manusia yang terlatih dan mencukupi;
Manakalah aktiviti utama bahagian kehakiman di Jabatan Kehakiman Syariah
Pahang adalah:
1. Mendengar dan memutuskan kes Mal, Jenayah dan Faraid mengikut
undang-undang yang sedia ada.
2. Memproses dan mengeluarkan perintah/keputusan mahkamah.
3. Menguruskan proses semakan dan rayuan kes.87
C. Lokasi dan Peta Jabatan Kehakiman Syariah Pahang
Jabatan Kehakiman Syariah Pahang terletak di tengah pusat bandar Kuantan
yang beralamat di Jalan Masjid, 25000 Kuantan, Pahang.
87 Laman Web Jabatan Kehakiman Syariah Pahang, https://jksp. pahang. gov. my/index.php/
fungsi-jabatan-bahagian/, diunduh pada tanggal 17 Januari 2021.
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Gambar 1
Foto Peta Jabatan Kehakiman Syariah Pahang




NOMOR PERKARA : 06001-014-1193-2019
A. TUNTUTAN FASAKH DISEBABKAN CUAI/ GAGAL NAFKAH
OLEH SUAMI DENGAN NOMOR PERKARA 06001-014-1193-2019
1. KASUS DIDAFTARKAN DI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH
KUANTAN, PAHANG
Berdasarkan kasus dengan Nomor Perkara 06001-014-1193-2019, kajian
mendapati kasus ini diajukan oleh isteri yang dinamakan sebagai Plaintif dalam
kasus ini untuk menuntut perceraian secara fasakh di Mahkamah Rendah Syariah
Kuantan, Pahang.
Mahkamah Rendah Syariah Kuantan merupakan Mahkamah yang
berbidangkuasa mendengar dan memutuskan kasus ini sepertimana terkandung
dalam seksyen 48(1)(b) Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam Pahang 1991
yang menyatakan:
“… dalam bidangkuasa mal, mendengar dan memutuskan semua tindakan
dan prosiding yang Mahkamah Rendah Syariah dibenarkan mendengar dan
memutuskannya dalam mana jumlah atau nilai hal perkara yang dipertikaikan
tidak melebihi seratus ribu ringgit atau yang tidak dapat dianggarkan dengan
wang.”
Merujuk kepada kasus Nomor Perkara 06001-014-1193-2019 juga, Plaintif
semasa kasus ini didaftarkan adalah tinggal dalam daerah Kuantan, Pahang.
Manakala suaminya iaitu Defendan tinggal di daerah Pekan, Pahang. Tuntutan
Fasakh ini adalah selaras dengan peruntukkan Seksyen 4 Enakmen
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Undang-Undang Keluarga Islam 2005 (Enakmen 3 Tahun 2005) yang
memperuntukkan:
“Kecuali sebagaimana dengan nyata diperuntukkan selainnya, Enakmen ini
terpakai bagi semua orang Islam yang tinggal dalam negeri Pahang dan bagi
semua orang Islam yang bermastautin dalam negeri Pahang tetapi tinggal di luar
negeri Pahang.”
Pernikahan Plaintif dan suaminya Defendan telah dilangsungkan pada 3 Jun
2001 di Pekan, Pahang. Pernikahan ini yang berwalikan bapa kandung juga
telahpun didaftarkan di Pejabat Agama Islam Daerah Pekan, Pahang. Perkara ini
juga selaras dengan peruntukkan Seksyen 45(a)(b)(c)Enakmen Undang-Undang
Keluarga Islam Pahang 2005 (Enakmen 3 Tahun 2005) yang menyatakan:
“Kecuali sebagaimana diperuntukkan selainnya dengan nyata, tiada
apa-apa jua dalam Enakmen ini membolehkan Mahkamah membuat sesuatu
perintah perceraian atau perintah mengenai perceraian atau membenarkan
seseorang suami melafazkan talaq kecuali—
(a) jika perkahwinan itu telah didaftarkan atau disifatkan sebagai
didaftarkan di bawah Enakmen ini; atau
(b) jika perkahwinan itu telah dilangsungkan mengikut Hukum Syarak;
dan
(c) jika permastautin salah satu pihak kepada perkahwinan pada masa
permohonan itu diserahkan adalah dalam Negeri Pahang.”
2. ALASAN FASAKH DARI SUDUT HUKUM SYARAK DAN
UNDANG-UNDANG
Perkahwinan merupakan suatu yang disyariatkan oleh Islam bagi memenuhi
fitrah manusia untuk berpasangan. Dari kehidupan berumahtangga ini dapat
70
menyatukan suami-isteri dan akan lahir pula daripada mereka zuriat-zuriat
penyambung keturunan.
Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah SWT di dalam al-Quran :
h˶e l  h⺁   h⺁ sΔlrn lāl䀀 s  䇅l    trltn lᶀ lϞlalal䀀 ilen leh⺁ ˳ t trn l⺁˴he isa l˳䀀n l  n trh t  l  n ˴h   trle lslila n l  h h il ϣ n h l䀀
l 䀀tΎ rl l⺁l   ϡn le˴he  Εil l 
Artinya: Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan
rahmat-Nya, bahawa Ia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki), isteri-isteri
dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya,
dan dijadikan-Nya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas
kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan
(yang menimbulkan kesedaran) bagi orang-orang yang berfikir (Q.S Ar-Rum
(30):21)
Islam membenarkan isteri menuntut cerai apabila si isteri tidak lagi mahu
meneruskan perkawinan dengan suaminya. Ini adalah sebagai meraikan perasaan
seorang isteri yang tidak lagi menyukai suaminya dan khawatir perasaan benci itu
akan menyebabkannya dia derhaka (nusyuz) kepada suaminya.
Dalam hadith yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbas RA yang menyebutkan:
il  h : l۰ tilā il  nϝleilel⺁  ii䀀   i䇅    iΤ h˴ h  ́te˳  leh⺁  ˳i rl⺁ h nᶀ h n l  h nᶀ hϝhᶀil� t l lΎn ˳ hΕl ila
 "   ii䀀   i䇅    iΤ h : t۰ tilā l۰ilel⺁  . lΎn trne˳ tiilal   h˴ l   th⺁   stita ltl䀀    h䇅  h⺁  ϝhᶀil�  lil䇅 t hen l 
( āiiᶀ ϩ˳䀀ā) ilel lāil l⺁ tϩlΎl l l䀀  h n lil䇅 nΕ 䇅lΎl⺁  . n lal  nϝleilel⺁  . " t l⺁le h l  h n lil䇅 l  h˴䇅tΎl⺁l⺁
Artinya: Isteri Thabit bin Qais telah datang kepada Rasulullah SAW dan berkata:
“Wahai Rasulullah! Aku tidak mempertikaikan Thabit daripada sudut akhlak dan
agamanya. Namun aku membenci kekufuran dalam Islam (mengelak daripada
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derhaka kepada suami). Maka Rasulullah SAW pun bersabda: Mahukah engkau
mengembalikan kebunnya (maharnya)? Jawabnya: “Ya”. Lalu Rasulullah
bersabda kepada Thabit: Ambillah kebunmu dan talakkanlah dia” Riwayat
al-Bukhari (5276)
Di dalam Firman Allah Subhanahu wa Taala:
tϝ Իl hi Ի ˴eϠl⺁ n hehe l n l  n h   ˳ tel  l  ⺁ilrhᶀl䀀   Ύnalᶀ   lil䇅 n tel nalᶀ t  n lϞ  l⺁ ilrhᶀ h ⺁il h˴ten  lil䇅 l  t    l  t۰ilah˴Ύen
h hail lrnen  h⺁   t 䀀tΎt˵n nl䀀   t  t hal⺁   t l  t t  l  t⺁ilil   h⺁ Ի enl䀀 t  n lϟh l  ilrhᶀ h䇅n l nih˴e   ϝ Իl h  Իl   ϝ Իl⺁ht Իl 
(   : i te˳  ā i)  ˳sΎ h ĺ  i   hil䇅 l il  l  n   h⺁ sϥ h ĺi   hen lil䇅  ˳ t n ĺ  lϥl⺁ n trltnal l  n h˶l⺁   t  tᶀhΎn nl䀀
Artinya: Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab
terhadap kaum perempuan, oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang
lelaki (dengan beberapa keistimewaan) atas orang-orang perempuan, dan juga
kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan (memberi nafkah) sebahagian
dari harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang soleh itu ialah yang taat
(kepada Allah dan suaminya), dan yang memelihara (kehormatan dirinya dan apa
jua yang wajib dipelihara) ketika suami tidak hadir bersama, dengan
pemuliharaan Allah dan pertolonganNya. Dan perempuan-perempuan yang kamu
bimbang melakukan perbuatan derhaka (nusyuz) hendaklah kamu menasihati
mereka, dan (jika mereka berdegil) pulaukanlah mereka di tempat tidur, dan
(kalau juga mereka masih degil) pukulah mereka (dengan pukulan ringan yang
bertujuan mengajarnya). Kemudian jika mereka taat kepada kamu, maka
janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya
Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. (Q.S an-Nisa (4):34)
Plaintif di dalam kasus ini mengemukakan dua alasan kepada Mahkamah
bagi dipertimbangkan untuk fasakh iaitu:
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i. suaminya telah cuai atau telah tidak mengadakan peruntukkan bagi nafkah
dirinya selama tempoh tiga bulan; dan
ii.suaminya telah tidak menunaikan, tanpa sebab munasabah, kewajiban
perkahwinan (nafkah batin) selama tempoh satu tahun.
Tuntutan Plaintif ini adalah menepati peruntukkan yang terkandung di dalam
Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pahang (EUUKIP 2005) [Enakmen 3
Tahun 2005].
Seksyen 53 (1)(b)(d) EUUKIP 2005 ada menyatakan:
“Seseorang perempuan atau lelaki, mengikut mana-mana yang berkenaan,
berkahwin mengikut Hukum Syarak adalah berhak mendapat suatu perintah
untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh atas satu atau lebih
daripada alasan-alasan yang berikut, iaitu—
(a) …
(b) bahawa suami telah cuai atau telah tidak mengadakan peruntukan
bagi nafkahnya selama tempoh tiga bulan; dan
(c) …
(d) bahawa suami atau isteri telah tidak menunaikan, tanpa sebab yang
munasabah, kewajiban perkahwinannya (nafkah batin) selama
tempoh satu tahun”
Kasus Plaintif telah didaftarkan oleh Mahkamah dengan Nomor Perkara
060011-014-1193-2019 dan telah ditetapkan pada 28 Julai 2019 untuk perbicaraan.
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B. PERBICARAAN DAN PEMBUKTIAN KASUS NOMOR PERKARA:
060011-014-1193-2019
1. KEHADIRAN PIHAK-PIHAK
Kasus ini telah dibicarakan di hadapan Hakim Syarie di dalam Mahkamah
terbuka di Mahkamah Rendah Syariah Kuantan, Pahang pada 28 Julai 2019.
Perbicaraan dijalankan secara sebelah pihak atas kegagalan Defendan hadir ke
Mahkamah sedangkan pemakluman tentang tuntutan dan tarikh kes didengar telah
dimaklumkan kepada Defendan. Pada 17 Julai 2019 Notis Penyampaian Saman
telah disempurnakan sepertimana dinyatakan dalam Affidavit Penyampaian.
Berdasarkan Seksyen 121(1)(b) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah
(Pahang) 2002 membolehkan perbicaraan sebelah pihak di mana peruntukkan ini
menyatakan:
(b) Jika, apabila mana-mana tindakan dipanggil untuk pendengaran-
(i) …
(ii) Defendan tidak hadir, Mahkamah boleh, tertakluk kepada bukti
penyampaian wajar, mendengar dan memutuskan tindakan itu tanpa
kehadirannya.
2. DAKWAAN PLAINTIF DAN KETERANGAN SAKSI
Dua alasan dalam kes tuntutan fasakh Plaintif adalah merupakan dua
dakwaan Plaintif terhadap Defendan untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah bagi
menfasakhkan perkahwinan Plaintif dengan Defendan: Dua dakwaan tersebut
adalah bahawa:
i. suaminya telah cuai atau telah tidak mengadakan peruntukkan bagi
nafkah dirinya selama tempoh tiga bulan; dan
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ii. suaminya telah tidak menunaikan, tanpa sebab munasabah, kewajiban
perkahwinan (nafkah batin) selama tempoh satu tahun.
Dalam proses membuat tuntutan fasakh di Mahkamah, suatu perkara yang
perlu dibuktikan adalah sejauh mana kebenaran setiap dakwaan Plaintif terhadap
suaminya, Defendan. Plaintif dalam menguatkan setiap dakwaannya, selain dari
keterangan dirinya di hadapan Hakim Syarie, beliau juga membawa hadir bersama
dua orang saksi lelaki untuk memberi keterangan bagi menyokong setiap
dakwaannya dalam menuntut fasakh.
Setelah dilihat kepada keterangan saksi Plaintif yang pertama (SP1), didapati
keterangan saksi menjelaskan kepada Mahkamah bahawa Plaintif memohon cerai
fasakh kerana suaminya gagal memberi nafkah kepada Plaintif.
Berdasarkan pengaduan Plaintif kepada SP1 juga, SP1 di dalam
keterangannya menyatakan kepada Mahkamah bahawa Defendan merupakan
seorang yang sukar dibawa berbincang malah Plaintif hidup tertekan dengan sikap
Defendan. SP1 menyatakan Defendan seorang yang bersikap lepas tangan dari
tanggungjawabnya menyebabkan Plaintif terpaksa menanggung keperluan
hidupnya sendiri.
Dari keterangan SP1 juga, SP1 menyatakan bahawa beliau menyokong
permohonan Plaintif untuk bercerai fasakh kerana suami Plaintif merupakan
seorang suami yang cuai dan tidak bertanggungjawab terhadap keluarga tanpa
nafkah yang sepatutnya.
Manakala berdasarkan keterangan Saksi Plaintif yang kedua (SP2), SP2 yang
merupakan jiran kepada Plaintif, menyatakan berdasarkan pengaduan Plaintif
kepadanya, suami Plaintif merupakan seorang yang tidak bertanggungjawab dalam
memperuntukkan nafkah kepada Plaintif. SP2 juga menyokong permohonan
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Plaintif untuk bercerai memandangkan suaminya seorang yang tidak
bertanggungjawab dari segi nafkah kepada Plaintif sekeluarga selama ini.
Ditinjau dari kasus Plaintif ini, penulis mendapati bahawa Plaintif bukan
sahaja telah membuat tuntutan mengikut garis panduan yang dibolehkan dalam
Hukum Syarak malah menepati garis panduan sepertimana yang diperuntukkan
dari segi perundangan. Plaintif juga dalam menguatkan dakwaannya terhadap
Defendan, telah mengemukakan dua orang saksi lelaki yang memberi keterangan
di Mahkamah bagi menyokong setiap dakwaan Plaintif untuk fasakh.
C. PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS NOMOR
PERKARA 060011-014-1193-2019
1. KONSEP KEADILAN DALAM MAHKAMAH:
Sepertimana yang kita sedia tahu bahawa keadilan merupakan aspek yang
amat dititikberatkan dalam sesuatu pertimbangan dan pembuatan keputusan.
Perkara ini telah dinyatakan secara jelas dalam Firman Allah Subhanahu wa Taala:
n tentl䇅 nνhΎnat  n h˳l䀀 n tentl䇅 nνhΎn䇅l˳ n䀀l˳ n teltn lᶀ n trn il⺁ lϙn䀀t  ila n hil⺁  hϝn   ihe l n ti  l˳ hΏhrlrnihe l n ta rli
h n h h netrne˳  䇅h t  l :   h˳  h n heneihᶀ n teltn lᶀ n trn il⺁ lϝnrlrl  n h˳l䀀 i൘Իn l⺁ lϙn䀀 Ύt   n lil⺁
Artinya: “Mereka sangat suka mendengar berita-berita dusta, sangat suka
memakan segala yang haram (rasuah dan sebagainya). Oleh itu kalau
mereka datang kepadamu, maka hukumlah di antara mereka (dengan apa
yang telah diterangkan oleh Allah), atau berpalinglah dari mereka; dan
kalau engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan dapat
membahayakanmu sedikitpun; dan jika engkau menghukum maka hukumlah
di antara mereka dengan adil; kerana sesungguhnya Allah mengasihi
orang-orang yang berlaku adil. (Q.S Al-Maidah (5): 42)
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Di dalam Islam, keadilan merupakan teras yang amat diutamakan dalam
membuat atau melaksanakan sesuatu hukuman. Oleh yang demikian Mahkamah
menggunakan konsep keadilan ini dalam memastikan keputusan yang dibuat
benar-benar berdasarkan pertimbangan yang adil bagi semua pihak.
2. BIDANGKUASA MAHKAMAH MENDENGAR TUNTUTAN
PLAINTIF
Berdasarkan putusan yang penulis dapat, Alasan Penghakiman bagi Kasus
Nomor Perkara: 06001-014-1193-2019, Mahkamah terlebih dahulu memastikan
dari segi bidangkuasanya sama ada Mahkamah Rendah Syariah Kuantan, Pahang
mempunyai bidangkuasa yang membolehkannya mendengar dan memutuskan
tuntutan fasakh yang diajulkan oleh Plaintif.
Mahkamah telah melihat dari sudut pemastautinan bahawa Plaintif
merupakan pemastautin yang beralamat di Kuantan, Pahang (alamat Plaintif tidak
dinyatakan secara lengkap di sini atas dasar menjaga maklumat Plaintif dari
menjadi tatapan umum).
Dari konteks pemastautinan ini, Mahkamah mendapati bahawa Plaintif
merupakan pemastautin Kuantan dan Mahkamah berbidangkuasa mendengar dan
memutuskan kasus Plaintif. Perkara ini jelas dinyatakan dalam peruntukkan
Seksyen 4 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pahang 2005 yang
menyatakan seperti berikut:
“Kecuali sebagaimana dengan nyata diperuntukkan selainnya, Enakmen ini
terpakai bagi semua orang Islam yang tinggal dalam negeri Pahang dan
bagi semua orang Islam yang bermastautin dalam negeri Pahang tetapi
tinggal di luar negeri Pahang”.
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Mahkamah berpuashati bahawa tuntutan Plaintif adalah di bawah
bidangkuasa Mahkamah Rendah Syariah Kuantan, Pahang berdasarkan Seksyen
48(1) dan (2)(b) Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1991.
Di dalam Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1991, Seksyen 48(1)
jelas memperuntukkan :
“Mahkamah Rendah Syariah hendaklah mempunyai bidangkuasa di dalam
sempadan tempatan bidangkuasa yang diberi kepadanya dan hendaklah
diketuai oleh seorang Hakim Mahkamah Rendah Syariah.”
Manakala Seksyen 48(2)(b) dalam Enakmen yang sama pula
memperuntukkan:
“Mahkamah Rendah Syariah hendaklah-
(b) Dalam bidangkuasa Mal, mendengar dan memutuskan semua tindakan
dan prosiding yang Mahkamah Rendah Syariah dibenarkan mendengar dan
memutuskannya dalam mana jumlah atau nilai hal perkara yang
dipertikaikan tidak melebihi serratus ribu ringgit atau yang tidak dapat
dianggarkan dengan wang.
Di dalam teks Alasan Penghakiman untuk kasus ini, Hakim Bicara
menyatakan bahawa sepanjang prosiding kes ini berlangsung, Defendan gagal
menghadirkan diri ke Mahkamah, bagi memanfaatkan peluang dirinya untuk
membela diri, sama ada dengan mengemukakan keterangan atau mencabar
keterangan Plaintif walaupun penyampaian saman telah disempurnakan menurut
yang sewajarnya.
Penyampaian saman menurut yang sewajarnya di sini menurut Mahkamah
adalah merujuk kepada Seksyen 52(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah
Pahang. Hasil penelitian penulis terhadap kandungan Seksyen 52(1) Enakmen
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tersebut, Penulis berpandangan bahawa peruntukkan yang bersesuaian bagi kasus
Plaintif berkaitan penyampaian saman ini adalah merujuk kepada Seksyen 52(1)(b)
yang menyatakan berkaitan:
“apa-apa relief diminta terhadap mana-mana orang yang berdomisil atau
biasanya bermastautin atau menjalankan perniagaan di Negeri Pahang”.
3. PERBICARAAN KASUS PLAINTIF TANPA KEHADIRAN DEFENDAN
Mahkamah setelah berpuashati Notis Penyampaian Saman kepada Defendan
telah disempurnakan tindakannya melalui bukti affidavit serahan yang telah
diikrarkan pada 17 Julai 2019. Mahkamah telah memutuskan untuk meneruskan
perbicaraan kes ini walaupun tidak hadir.
Dalam hal keadaan seperti ini, Mahkamah mempunyai kuasa eksklusif dari
segi undang-undang untuk membicarakan sesuatu kes, dengan syarat penyampaian
yang wajar telah dilaksanakan.
Di dalam Alasan Penghakimannya, Mahkamah bersandarkan kepada
peruntukkan Seksyen 121 (1)(b) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah
(Pahang) 2002 yang memperuntukkan seperti berikut:
“(b) Jika, apabila mana-mana tindakan dipanggil untuk pendengaran-
(i) …
(ii) Defendan tidak hadir, Mahkamah boleh, tertakluk kepada bukti
penyampaian yang wajar, mendengar dan memutuskan tindakan
itu tanpa kehadirannya”
Mahkamah juga merujuk kepada Kitab I’anatu al-Talibin, Juzuk 4,
mukasurat 238 yang menyatakan:
79
“Harus memberi penghakiman ke atas yang ghaib dari negeri iaitu lebih
dari “masafattu al-‘udhwa” sekalipun yang ghaib itu berada di luar
bidangkuasanya ketika itu”.
Antara sandaran lain yang digunapakai oleh Mahkamah adalah merujuk
kepada Kitab Mughni al’Muhtaj, Juzuk 4, mukasurat 407 yang menyatakan:
“Penghakiman ke atas yang ghaib itu harus jika yang mendakwa
mempunyai keterangan dan dakwaan yang mendakwa ke atas yang ghaib itu
boleh disangkal”.
4. PEMBUKTIAN PLAINTIF MELALUI KETERANGAN SAKSI-SAKSI
Merujuk kepada Alasan Penghakiman kasus ini, Penulis mendapati
Mahkamah telah mengenalpasti terdapat dua isu yang perlu diselidiki dan
dipertimbangkan bagi memutuskan tuntutan Plaintif untuk difasakhkan
perkawinannya dengan suaminya iaitu:
i. Sama ada suami Plaintif telah mengadakan nafkah zahir dan batin
kepada Plaintif
ii. Sama ada telah berlaku shiqaq dalam perkahwinan Plaintif dan
suaminya.
Berdasarkan keterangan kedua-dua saksi Plaintif iaitu SP1 dan SP2,
Mahkamah menjelaskan bahawa kedua-dua saksi ini bersetuju dengan tuntutan
fasakh oleh Plaintif. Kedua-dua ini berpandangan bahawa adalah suatu tuntutan
yang patut bagi Plaintif untuk memohon kepada Mahkamah agar difasakhkan
pernikahannya dengan suaminya setelah melihat keadaan Plaintif yang hanya
menguruskan rumahtangganya berseorangan tanpa suami di sisi. Kedua-dua saksi
ini juga di dalam keterangan mereka memberitahu kepada Mahkamah bahawa
mereka telah lama tidak nampak Defendan.
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Dalam perkara ini, Mahkamah berpandangan bahawa suami Plaintif, iaitu
Defendan telah gagal dalam menafkahi Plaintif. Mahkamah juga berpandangan
dalam keadaan ini menjelaskan kepada Mahkamah bahawa rumahtangga Plaintif
dan Defendan tidak lagi terpelihara dari segi kerukunannya malah secara jelas
Defendan telah melanggar kewajibannya dalam menafkahi Plaintif sama ada
nafkah zahir mahupun nafkah batin sedangkan Plaintif tidak pernah disabitkan
Nusyuz oleh mana-mana Mahkamah yang mana boleh menggugurkan hak nafkah
dirinya dari segi hukum Syarak.
Dalam perbicaraan kasus ini, Plaintif yang mendakwa bahawa Defendan
telah gagal memperuntukkan nafkah yang patut kepadanya, maka beban
pembuktian adalah tertanggung ke atas Defendan untuk menyangkal dakwaan
Plaintif. Walau bagaimanapun atas kegagalan Defendan untuk hadir membela diri
atau mengemukakan bukti menyangkal dakwaan Plaintif, maka Mahkamah
menghukum berdasarkan apa yang terzahir di hadapannya iaitu
keterangan-keterangan Plaintif, SP1 dan SP2.
Dalam situasi ini, penulis berpandangan bahawa Mahkamah telah membuat
pertimbangan berdasarkan apa yang dizahirkan di hadapannya iaitu melalui
keterangan Plaintif, SP1 dan SP2. Menghukum berdasarkan apa yang terzahir
kerana tiada upaya untuk mendalami apa yang tersirat adalah selaras dengan Sabda
Rasulullah SAW:
(Ύγ˳Ύ eiᶀ  e ⺁   䀀Ύ ˳  eiᶀ  r      ΕΎ ˳)
Artinya:“Sesungguhnya aku disuruh menghukum yang zahir dan hanya
Allah yang mengetahui apa yang tersirat”.
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Di dalam Alasan Penghakimannya juga, Mahkamah mendapati tiada lagi
wujud kerukunan malah telah berlaku shiqaq terhadap perkawinan Plaintif dan
Defendan. Ini jelas apabila Mahkamah mendapati bahawa Plaintif telah hampir
tiga tahun tidak tinggal bersama dengan Defendan. Keadaan ini jelas tidak
bertepatan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah kepada hambaNya dalam
menjalani kehidupan berumahtangga malah sekiranya keadaan ini dibiarkan
berterusan, berkemungkinan mudharat yang lebih besar akan berlaku.
Mahkamah berpandangan bahawa tidak ada lagi mu’syarah, tiada juga
nafkah zahir dan batin dari Defendan serta shiqaq yang berterusan dalam
perkahwinan Plaintif dan Defendan. Sehubungan itu Mahkamah berpendapat
bahawa kemudharatan ini mestilah dihilangkan bertepatan dengan kaidah
fiqhiyyah (۰˳   āΎ e˳) yang berarti “Kemudharatan itu mestilah dihilangkan”.
Mahkamah di dalam Alasan Penghakimannya, turut menyentuh tentang
kebolehterimaan keterangan dari dua orang saksi lelaki yang dikemukakan oleh
Plaintif. Mahkamah berpuashati dan menjelaskan tentang kebolehterimaan
kedua-dua saksi tersebut bagi menyokong dakwaan Plaintif adalah bertepatan
dengan apa yang diperuntukkan dalam Seksyen 86(5) Enakmen Keterangan
Mahkamah Syariah Pahang 2005 yang menyatakan:
“Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan selainnya dalam seksyen ini,
keterangan hendaklah diberikan oleh dua orang saksi lelaki atau oleh seorang
saksi lelaki dan dua orang saksi perempuan”.
Mahkamah juga berpuashati bahawa tiada percanggahan dalam keterangan
kedua-dua saksi Plaintif yang membuktikan bahawa Plaintif dan Defendan sudah
tidak lagi tinggal bersama sebagai suami-isteri sepertimana pasangan-pasangan
yang lain. Mahkamah juga berpendapat bahawa telah berlaku pelanggaran dari
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segi hukum Syarak yang membolehkan difasakhkan perkawinan Plaintif dan
Defendan.
Secara kesimpulan Mahkamah telah berpendapat di dalam penghakimannya
bahawa:
i. Wujud perlakuan Defendan yang telah cuai atau tidak mengadakan
peruntukkan nafkah bagi Plaintif selama tempoh 3 bulan sedangkan
Plaintif sentiasa taat kepada Defendan;
ii. Wujud Defendan telah tidak menunaikan tanpa sebab yang munasabah
kewajiban perkahwinannya (nafkah batin) selama tempoh satu tahun;
iii. Wujud Defendan lazim menyakiti dan menjadikan kehidupan Plaintif
dengan kelakuan aniaya Defendan.
iv. Defendan dengan sengaja tidak mencari jalan penyelesaian sebagai
usaha memulihkan hubungan suami-istri.
Sebelum Mahkamah membicarakan keputusannya terhadap tuntutan fasakh
Plaintif, Plaintif telah diminta untuk bersumpah istizhar bagi menghilangkan
keraguan dan menguatkan lagi dakwaan Plaintif di Mahkamah. Seterusnya
Mahkamah meluluskan tuntutan Plaintif dan mensabitkan terfasakhnya pernikahan





Berdasarkan apa yang telah dipaparkan secara komprehensif tentang segala
hal yang berhubungan dengan penelitian ini, maka selanjutnya penulis akan
memberikan kesimpulan tentang apakah hasil penemuan penulis dari penelitian ini.
Terbinanya sebuah perkawinan apabila berlakunya ijab dan qabul antara
seorang lelaki dan perempuan dan bermulalah tanggungjawab seorang suami
dalam menunaikan hak kepada isterinya, begitulah jua bermulalah tanggungjawab
istri dalam menunaikan hak terhadap suaminya. Kerukunan dan kebahagian
rumahtangga akan terus dikecapi selagi perjalanan tanggungjawab dan hak antara
kedua-dua suami dan istri berjalan dengan baik. Tiada perceraian yang diharapkan
melainkan atas desakan yang berpunca dari kepincangan tangungjawab antara
suami atau isteri. Kecuaian dan kegagalan dalam melaksanakan tanggungjawab
kepada orang yang berhak ini menggambarkan bahawa Perintah Allah Subhanahu
wa Taala agar memberikan hak kepada yang berhak gagal dilaksanakan.
1. Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk meneliti kasus permohonan
seorang istri di Mahkamah Rendah Syariah Kuantan, di Pahang berikutan
penulis tertarik dengan fenomena semasa yang kelihatan ramai kaum ibu
yang telah bernikah bekerja demi mencari sumber kewangan bagi memenuhi
keperluan hidup. Atas situasi ini penulis memilih mendalami apakah sebab
yang menjadikan seseorang istri hingga sanggup membuat pengaduan di
pengadilan bagi difasakhkan perkawinan dengan suaminya.
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2. Pada asalnya terdapat ketidakjelasan pada pengetahuan penulis berkaitan
bagaimanakah sesuatu permohonan atau kasus diadili di Mahkamah Syariah.
Maka penulis merancang penelitiannya untuk di peringkat awal
mendapatkan maklumat dan penjelasan berkaitan Mahkamah Syariah. Maka
terhasilnya pencarian dan penelitian penulis dalam mendapatkan maklumat
sejarah penubuhan dan apakah peranan yang dimainkan oleh institusi
Mahkamah Syariah ini.
3. Selanjutnya setelah tentang sejarah penubuhan dan peranan Mahkamah
Syariah ini, penulis selanjutnya mendapatkan maklumat berhubung apakah
dasar hukum Syarak yang membolehkan seseorang istri membuat pengaduan
memohon difasakhkan perkawinan dengan suaminya. Ternyata ada
sebab-sebab yang jelas berdasarkan hukum Syarak yang membolehkan
seseorang istri memohon cerai iaitu atas kecacatan-kecacatan yang wujud/
berlaku dalam perkawinannya.
4. Penulis juga berpandangan amat perlu untuk penulis meneliti apakah dasar
hukum perundangan bagaimana seseorang istri yang ingin memohon untuk
fasakh boleh memulakan titik mulanya dalam membuat permohonan
pengaduan di Mahkamah Syariah.
5. Hasil penelitian terhadap karya-karya literasi terdahulu, rujukan dan
komentar pustaka, hasil carian di mediamassa, serta dari wawancara ringkas
dari Penolong Pendaftara Kanan di Mahkamah Syariah dan Penolong
Penasihat Undang-Undang Syariah di Pejabat Penasihat Undang-Undang
Negeri Pahang, maka penulis dapat memahami dengan lebih jelas dari segi
hukum Syarak dan undang-undang yang sedang berkuatkuasa di negeri
Pahang.
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6. Berbekalkan maklumat dan penjelasan lisan ini juga banyak membantu
penulis lebih memahami isi kandungan teks Alasan Penghakiman bagi
Kasus Nomor Perkara: 06001-014-1193-2019 yang dijadikan fokus
penelitian penulis setelah mendapat kebenaran dari pegawai Mahkamah.
7. Berdasarkan penelitian terhadap teks alasan penghakiman kasus tersebut
yang menjelaskan tentang apakah asas pertimbangan hakim sepanjang
prosiding kasus berjalan iaitu dari awal pendaftaran kasus sehinggalah
dikeluarkan perintah bermeterai mahkamah yang mensabitkan perceraian
istri dari suaminya secara fasakh di hadapan Tuan Hakim Syarie, Hakim
Mahkamah Rendah Syariah Kuantan, Pahang pada 28 Julai 2020.
8. Penulis mendapati pendengaran perbicaraan kasus ini dijalankan hanya
dengan kehadiran istri iaitu Plaintif dalam kasus ini beserta dua orang saksi
laki-laki yang memberi keterangan menyokong permohonan Plaintif untuk
fasakh. Suami Plaintif (Defendan) tidak hadir tetapi hasil pengamatan
penulis, alasan penghakiman tersebut menjelaskan bahawa Mahkamah
membenarkan perbicaraan dengan kehadiran sebelah pihak setelah
Mahkamah berpuashati tindakan pemakluman melalui penyampaian notis
saman telah disempurnakan mengikut sepertimana peruntukkan
undang-undang. Kesempurnaan tindakan penyampaian saman ini boleh
dianggap sebagai telah memaklumkan kepada Defendan supaya hadir ke
Mahkamah pada tarikh dan masa yang ditetapkan untuk pendengaran sama
ada untuk Defendan membantah atau menyokong tuntutan/ dakwaan
Plaintif.
9. Oleh kerana perbicaraan dijalankan secara sebelah pihak atas kegagalan
Defendan hadir dan melepaskan peluangnya untuk membantah atau
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membela diri, penulis berpandangan bahawa kasus ini tertakluk kepada
Plaintif untuk menghilangkan keraguan dan meyakinkan hakim bicara untuk
mempertimbangan alasan-alasan Plaintif memohon fasakh.
10. Plaintif telah membawa hadir dua orang saksi laki-laki ke Mahkamah, dan
didapati keterangan saksi-saksi tersebut menurut hakim bicara, tidak ada
sebarang kontradiksi yang menyokong setiap dakwaan Plaintif terhadap
Defendan yang menjadi asas untuk Plaintif mohon difasakhkan.
11. Penulis mendapati hakim bicara bersandarkan kepada dalil-dalil dan
prinsip-prinsip hukum syarak di samping turut melihat kepada ketepatan dan
pematuhan yang jelas dari segi perundangan sehinggalah Hakim Bicara
Mahkamah Rendah Syariah Kuantan, Pahang ini telah berpuashati dan
meluluskan permohonan Plaintif serta menfasakhkan pernikahan Plaintif dan
Defendan pada tarikh tersebut. Di dalam putusannya juga, turut
diperintahkan supaya Plaintif beriddah dan mendaftarkan perceraiannya.
12. Hasil penelitian menyeluruh terhadap isi kandungan teks alasan
penghakiman, penulis mengalami sedikit kesukaran dalam memahami
perkaitan antara butiran Plaintif-Defendan, status pemastautinan
Plaintif-Defendan, apakah punca Plaintif-Defendan tinggal berasingan,
bagaimana kasus ini diadili sedangkan perbicaraan dijalankan hanya
mendengar keterangan Plaintif dan saksi-saksi Plainfif yang secara nyata
menyokong permohonan plaintif.
13. Walau bagaimanapun melalui penjelasan lebih lanjut dari pegawai
Mahkamah dan pegawai di Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri
Pahang, maka kemusykilan ini terungkai dan akhirnya penulis membuat
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kesimpulan ini sebagai cadangan untuk rujukan umum atau sebagai
pembuka idea untuk penelitian-penelitian lanjut di masa akan datang iaitu:
1. Hakim bicara sebelum membuat putusan, terlebih dahulu membuat
pengamatan yang amat teliti baik dari sudut hukum Syarak mahupun dari
sudut perundangan.
2. Hakim bicara secara jelas dalam menyediakan teks alasan
penghakimannya menyentuh satu-satu persatu perkara penting yang
menjadi asas yang membolehkan hakim bicara menjalankan fungsinya
untuk mendengar, mempertimbangkan dan membuat putusan terhadap
kasus tersebut.
3. Hakim bicara melengkapkan keterangan Plaintif dengan meminta Plaintif
bersumpah istizhar bagi melengkapkan dan menguatkan lagi dakwaan
Plaintif terhadap Defendan yang menjadi alasan Plantif memohon fasakh.
B. SARAN
Berdasarkan setiap maklumat dan penjelasan yang diperolehi yang
melengkapkan hasil penelitian ini, di samping permasalahan semasa berkaitan
pergolakan keluarga berpunca dari masalah kewangan atas kecuaian kepala
keluarga memperuntukkan nafkah yang patut kepada ahli keluarganya, maka di
sini penulis ingin mengutarakan tentang sumbang saran penulis kepada para
pembaca khususnya kepada sesiapa sahaja yang bergelar suami atau isteri yaitu:
1. Seseorang suami perlulah mengambil tanggungjawab terhadap setiap
keperluan istri atau seluruh ahli keluarga kerana sikap tidak mengambil berat
atau mengabaikan keperluan anak istri boleh menggugat keharmonian dalam
rumahtangga. Sikap tidak mengambil berat tentang keperluan anak istri juga
jelas kontradiksi dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah
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Subhanallahu wa Taala dan ia akan membawa kemudharatan yang lebih
besar sekiranya tidak ditangani secara hikmah.
2. Seseorang istri yang diabaikan oleh suaminya sudah pasti berada dalam
kemudharatan akibat kegagalan suami melaksanakan tanggungjawab baik
dari segi nafkah zahir mahupun batin. Bagi mengelakkan kemudharatan yang
lebih besar, maka Islam membolehkan istri melepaskan dirinya dari
kesengsaraan/ kemudharatan ini dengan memohon difasakhkan
pernikahannnya dari suami yang gagal melaksanakan kewajiban yang
diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala terhadap.
3. Pihak yang paling tepat untuk istri mengadukan perkara ini adalah kepada
hakim Syarie di Mahkamah Syariah di mana Mahkamah Syariah adalah
institusi yang berautoriti mendengar dan memutuskan pengaduan orang
awam berkaitan hal ehwal orang Islam termasuklah berkaitan nafkah dan
perceraian.
4. Tindakan mendaftarkan kasus untuk pengaduan kepada Mahkamah Syariah
adalah tindakan yang bijak daripada terus dibelenggu ikatan perkawinan
yang tiada peranan kebertanggungjawaban dari suami dengan istilah yang
lebih tepat “ digantung tidak bertali”.
Demikianlah hasil penelitian penulis untuk dibaca dan dijadikan sumber
inspirasi umum dan selanjutnya semoga setiap perkara dinyatakan di sini diterima
secara positif yang mampu diambil manfaat oleh semua orang. Sekian.
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DAFTARWAWANCARA
1. Jika seseorang istri ingin bercerai, apakah yang perlu dilakukan oleh istri?
2. Apakah proses yang perlu dilalui oleh istri untuk memohon cerai di
Mahkamah atas alasan suami sudah lama tidak beri memberi nafkah?
3. Adakah terdapat peruntukkan undang-undang yang khusus yang
membolehkan seseorang istri memohon fasakh di Mahkamah Syariah?
4. Adakah Mahkamah boleh buat putusan jika suami tidak hadir atau tidak tahu
di mana tempat tinggalnya untuk perbicaraan?
5. Adakah Mahkamah Syariah akan mendengar kasus istri sekiranya suami
tidak mahu hadir ke Mahkamah?
6. Apa yang perlu istri lakukan bagi meyakinkan Mahkamah tentang alasan dia
ingin bercerai?
7. Apakah sebab yang biasanya menjadi punca seseorang istri menuntut cerai
fasakh di Mahkamah?
8. Apakah pandangan Mahkamah tentang istri yang memohon fasakh
disebabkan suami tidak memberi nafkah?
9. Apakah yang boleh saya rujuk untuk mengetahui apakah perkara-perkara




1. Jabatan Kehakiman Syariah Pahang
2. Mahkamah Rendah Syariah Kuantan Pahang
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